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ABSTRAK

Kerumitan alur perizinan dan fragmentasi birokrasi di daerah membuat kinerja
pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
menjadi terhambat. Hambatan ini akan mempengaruhi secara langsung pada
produktivitas kerja pegawai. Dalam rangka menghilangkan permasalahan tersebut
di atas, maka pemerintah sudah sebaiknya memanfaatkan teknologi dalam
memberikan pelayanan perizinan. Diharapkan dengan teknologi, pemerintah dapat
memberikan pelayanan yang cepat, mudah, modern, dan transparan, serta mampu
meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Pemanfaatan teknologi pada bidang
perizinan terlihat dari hadirnya perizinan Online Single Submission (OSS) yang
merupakan bentuk konsepsi percepatan berusaha untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut di atas. Bertolak dari pernyataan tersebut, peneliti tertarik
untuk melihat apakah ada hubungan dari perizinan Online Single Submission (OSS)
dengan produktivitas kerja pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dan seberapa erat hubungan
antara keduanya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi,
penyebaran angket, dan dokumentasi. Jumlah sampel adalah 54 pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan produktivitas kerja
DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu sebesar 0,761 dengan keeratan hubungan kedua
variabel sebesar 57,9%.

Kata Kunci : Perizinan OSS, Produktivitas Kerja, Pegawai DPMPTSP
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik secara tradisional yang berlangsung sekian lama di
Indonesia membuat masyarakat dihadapkan pada banyak kerumitan proses
administrasi. Kerumitan ini berupa lamanya waktu penyelesaian administrasi,
proses yang berbelit-belit dari satu meja ke meja yang lain, dan masyarakat
terkadang harus mengantri untuk memperoleh pelayanan.

Pada sektor perizinan berusaha, kerumitan tersebut di atas terlihat dari hasil
laporan Ease of Doing Business (EODB) Tahun 2016 yang menunjukkan bahwa
waktu rata-rata yang diperlukan untuk mendirikan suatu usaha di Indonesia adalah
47,8 hari dengan melalui 13 prosedur. Permasalahan ini membawa Indonesia pada
peringkat ke 91 dari 189 negara di dunia dalam hal kemudahan berbisnis, masih
sangat jauh dari target pemerintah yaitu pada peringkat 40 di dunia.> Berdasarkan
data di atas, terlihat Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga, yaitu
Malaysia, yang hanya butuh waktu 18,5 hari dengan melalui 9 prosedur untuk
mendirikan usaha di negaranya. Angka ini membawa Malaysia menduduki posisi

23 di dunia dalam hal kemudahan berbisnis.?

'Doing Business dalam KPPOD, Laporan Studi : Penyederhanaan Perizinan Usaha di
Daerah, (Jakarta: Tim Peneliti KPPOD, 2016), him.1.

2Desy Setyowati, Naik 15 Peringkat, Kemudahan Berbisnis di Indonesia Posisi 91 Dunia,
Diakses  dari https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2016/10/26/naik-15-
peringkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-posisi-91/ pada 12 Juni 2020.

3World Bank Group, A World Bank Group Flagship Report : Doing Business 2017 Equall
Opportunity for All. (Washington: The World Bank, 2017), him.222.



https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2016/10/26/naik-15-peringkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-posisi-91/
https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/berita/2016/10/26/naik-15-peringkat-kemudahan-berbisnis-di-indonesia-posisi-91/

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menuturkan
bahwa ada tiga hal yang menyebabkan kerumitan perizinan di Indonesia. Pertama,
kondisi tumpangtindihnya regulasi di tingkat pusat yang berdampak pada
beragamnya jumlah izin di daerah yang dipersyaratkan. Kedua, terjadinya
fenomena fragmentasi birokrasi - perizinan di daerah akibat dari kondisi
tumpangtindihnya regulasi di pusat.* Setelah adanya kebijakan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) di daerah, nyatanya fragmentasi birokrasi perizinan masih
terlinat. Fragmentasi birokrasi perizinan adalah kondisi tumpang tindihnya
kewenangan antara dua lembaga berbeda yang dapat mengeluarkan suatu izin yang
sama. Contohnya, kewenangan dalam mengeluarkan Surat Izin Usaha Mikro dan
Kecil (IUMK) yang dapat dikeluarkan olen Camat di Kecamatan® dan Pelayanan
PTSP di daerah.®

Ketiga, tingginya ego sektoral juga menyebabkan kerumitan perizinan. Ego
sektoral ini terlihat dari banyak lembaga dan dinas-dinas terkait di lingkungan
pemerintahan daerah yang masih enggan untuk mengintegrasikan diri dengan PTSP
atau yang sekarang dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu (DPMPTSP). Proses koordinasi pun menjadi sulit karena masing-
masing dinas atau lembaga daerah bergerak sendiri dalam pelayanan perizinan di
daerah.

Kerumitan alur perizinan sebagaimana tergambar di atas membuat kinerja

pegawai DPMPTSP menjadi terhambat. Hambatan ini akan mempengaruhi secara

4KPPOD, Op.Cit., hIm.2

SPeraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil

6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin
Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).



langsung produktivitas kerja pegawai. Produktivitas kerja dalam arti luas ialah
ukuran sejauh mana sebuah kegiatan dalam suatu organisasi mampu mencapai
target kuantitas dan kualitas yang telah diterapkan.” Kuantitas berbicara mengenai
adanya peningkatan dalam jumlah output atau hasil kerja sumber daya manusia
organisasi, sedangkan kualitas berbicara mengenai mutu kerja yang diberikan oleh
sumber daya manusia tersebut apa sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan
yaitu mutu kerja yang lebih efektif.

Berdasarkan wawancara singkat penulis di DPMPTSP Kota Banda Aceh
bersama Bapak T. Taufik Alamsyah, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non-
Perizinan, menyebutkan bahwa sebelumnya produktivitas kerja pegawai
digolongkan rendah. Output atau berkas terkait izin usaha yang diterbitkan oleh
pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh sedikit, namun beban kerja yang diterima
besar. Beban kerja yang dimaksudkan adalah tumpukan berkas atau dokumen di
meja pegawai yang memerlukan waktu penyelesaian hingga lima hari. Hal ini
menunjukkan bahwa alur pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Banda Aceh
tidak efektif karena mengharuskan para pelaku usaha melengkapi persyaratan
dahulu agar memperoleh izin usaha dan izin terkait lainnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, khususnya pelaku usaha,
agar dapat menghilangkan permasalahan tersebut di atas, maka pemerintah sudah
seharusnya memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan perizinan.

Diharapkan dengan teknologi, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang

"Zulkarnain Matandra, Skripsi : Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Informasi
terhadap Produktivitas dan Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi pada Karyawan
UMKM di Wilayah Kota Makassar), (Makassar: UIN Alauddin, 2018), him.2.



cepat, mudah, modern, dan transparan, serta mampu meningkatkan produktivitas
kerja pegawai.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan menyikapi tuntutan
masyarakat di atas, maka pada Agustus 2019 DPMPTSP Kota Banda Aceh mulai
menerapkan perizinan berusaha menggunakan Online Single Submission (OSS)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2018.

Online Single Submission (OSS) adalah perizinan yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur,
bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
pada satu situs web yang bisa diakses di mana dan kapan saja.® Bentuk pemanfaatan
teknologi pada suatu organisasi pemerintahan secara tidak langsung akan
berimplikasi pada perubahan sistem kerja organisasi tersebut yang semula manual
menjadi online dan paperless.

OSS hadir dalam rangka konsepsi percepatan pelaksanaan berusaha dengan
merubah paradigma birokrasi dari semula memberi izin menjadi melayani (civil
servant) melalui pengawalan penyelesaian perizinan (end to end) yang dilakukan di
semua level pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun daerah.® Berdasarkan

hasil pengamatan, perubahan yang paling tampak dari peralihan manual ke OSS

8Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

SMuwasiq M.Noor, Transkripsi : Konsepsi Teknis dan Reformasi ljin Online Single
Submission (OSS) Perpres 91/2017, (Aceh: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2018),
him.3



adalah para pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak perlu mengeluarkan
persyaratan perizinan milik para pelaku usaha terlebih dahulu seperti sebelumnya.
Sebagai gantinya, para pelaku usaha cukup mendaftarkan NIB (Nomor Induk
Berusaha) secara mandiri pada OSS dan setelahnya para pegawai hanya akan
mengeluarkan izin komitmen milik para pelaku usaha setelah disetujui oleh dinas-
dinas terkait yang sudah terintegrasi dengan OSS lalu menguploadnya ke sistem.

Diterapkannya teknologi dapat memberikan keuntungan pada organisasi
pemerintah dan masyarakat agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat
sesuai dengan target yang diharapkan.'® Pemerintah berharap kemudahan yang
diperoleh ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam menerbitkan izin usaha dan meningkatkan
investasi penanaman modal di Provinsi Aceh.

Dengan perizinan OSS, pegawai DPMPTSP Banda Aceh dituntut untuk
selalu mengembangkan kemampuan mengoperasikan perizinan OSS yang responsif
kepada pelaku usaha. Teknologi dapat mendorong meningkatkan produktivitas
kerja, namun tetap diperlukan usaha dari para pegawai untuk memanfaatkan
teknologi dengan sebaik-sebaiknya. Hasil pengamatan penulis lainnya, masih
ditemukan masalah kesulitan adaptasi pegawai setelah beralih ke sistem OSS.
Selain itu, banyak pegawai yang kehilangan tugas kerja karena pelayanan sudah
berbasis elektronik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah baru bagi Kepala Dinas

DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk diselesaikan.

WAgus Tri Indah, Jurnal : Pengaruh Keterampilan Teknologi Terhadap Produktivitas
Kerja Pada Sub Bagian Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Jakarta, Vol. 1, No. 2, (Jakarta Timur: BSI, 2017), him.105.



Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat adakah peningkatan
produktivitas kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh setelah beralih
menggunakan perizinan OSS, sehingga dapat diketahui arah hubungan antara kedua
variabel.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Hubungan Perizinan Online Single Submission (OSS)
dengan Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh”

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah :
1. Adakah hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan
produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh?
2. Seberapa erat hubungan perizinan Online Single Submission (OSS)
dengan produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh?

1.3.  Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan yang ingin
dicapai adalah :

1. Untuk menemukan adakah hubungan perizinan Online Single

Submission (OSS) dengan produktivitas kerja pegawai Dinas



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui seberapa erat hubungan perizinan Online Single
Submission (OSS) dengan produktivitas kerja pegawai Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota

Banda Aceh.

1.4. Manfaat Penelitan

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan informasi-informasi yang diperoleh dalam tulisan ini mengenai
perizinan Online Single Submission (OSS) dan hubungannya dengan produktivitas
kerja pegawai dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi lImu

Administrasi negara untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para
pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh agar dapat menerapkan perizinan OSS
dengan sebaik-baiknya sehingga produktivitas kerja pegawai dapat meningkat dan

lebih baik dari sebelumnya.

1.5. Penjelasan Istilah
1. Hubungan
Hubungan adalah sebagai suatu proses, cara, atau arahan yang

menggambarkan suatu obyek tertentu dan memberi dampak atau pengaruh



pada obyek yang lainnya.*' Dalam penelitian ini hubungan merupakan
keadaan saling memberi pengaruh, keterkaitan, dan ketergantungan antara
dua variabel yaitu perizinan OSS dengan produktivitas kerja pegawai

DPMPTSP Kota Banda Aceh.

2. Perizinan Online Single Submission (OSS)

Perizinan OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui suatu sistem elektronik yang
terintegrasi.}> Lembaga OSS yang dimaksudkan disini adalah Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di tingkat pusat dan DPMPTSP

provinsi atau kabupaten/kota di tingkat daerah.

3. Produktivitas Kerja

Penelitian formulasi dari National Productivity Board Singapore
mengatakan produktivitas kerja adalah sikap mental individu yang
mempunyai semangat untuk melakukan peningkatan perbaikan.
Peningkatan perbaikan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
informasi sebagai faktor pendukung agar output yang dihasilkan lebih tinggi

dari sebelumnya.®3

YErick Sidauruk, Skripsi : Hubungan Eksekutif Desa dengan Legislatif Desa dalam
Penetapan Peraturan Desa Tentang Pembangunan Fisik Desa Marga Kaya, (Lampung: Universitas
Lampung, 2010), him.41.

12Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.

13Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung: Mandar Maju,
2001), him.56.



4. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ANS)

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas

negara lainnya dan diganji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP)
Kabupaten/Kota
DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah sebagai unsur
pembantu bupati/wali kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi

kewenangan kabupaten/kota.'®

4pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

SPasal 1 ayat (15) Peraturan Badan Koordinasi dan Penanaman modal Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal..
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1.  Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangat bermanfaat bagi peneliti agar dapat
memberikan perbedaan atau mencari peluang lain dari variabel-variabel hasil
penelitian sebelumnya. Peneliti telah mencantum tiga penelitian terdahulu yang
relevan dengan penelitian ini.

Pertama, skripsi yang ditulis olen Tri Ayu Dinata, yang berjudul:
Hubungan Sistem Informasi Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai, yang
diterbitkan pada tahun 2009.'° Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kuantitatif dengan populasi berjumlah 21 orang. Jumlah sampel adalah
seluruh populasi pegawai. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif
antara sistem informasi manajemen dengan peningkatan Kkinerja pegawai dan
hubungan keduanya berada pada kategori kuat, dengan hasil uji korelasi rank
spearman sebesar 0,99. Kemudian berdasarkan hasil koefisien thiung diperoleh
kinerja pegawai sebesar 30,58% dipengaruhi oleh sistem informasi manajemen
sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Galang Arga Mahendra, dkk. dengan judul :

Hubungan Multitasking Teknologi Informasi Terhadap Produktivitas Kerja

Tri Ayu Adela Dinata, Skripsi : Hubungan Slstem Informasi Manajemen dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Serdang Bedagai,
(Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).

10
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(Studi Kasus : Mahasiswa 1TS) yang diterbitkan pada tahun 2016.%” Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jumlah responden
sebanyak 100 orang mahasiswa ITS. Desain sampling yang digunakan adalah
teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan hubungan multitasking
teknologi informasi skenario (1) diperoleh hasil sebesar 33,1% terhadap
produktivitas kerja. Hubungan multitasking teknologi informasi skenario (2)
diperoleh hasil sebesar 23,6% terhadap produktivitas kerja. Serta hubungan
multitasking teknologi informasi skenario (3) diperoleh hasil sebesar 24,8%
terhadap produktivitas kerja, sehingga dari pengerjaan skenario (2) dan (3)
produktivitas responden menurun dikarenakan adanya tambahan kuantitas
pengerjaan.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Zen Fadli dengan judul : Hubungan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang Kinerja Koni
Provinsi dan Induk-Induk Organisasi Cabang Olahraga Sumatera Utara,
yang diterbitkan pada tahun 2016.'% Penelitian ini menggunakan pendekatan
korelasi dengan teknik total sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Populasi
pada penelitian ini berjumlah 30 orang pegawai KONI Provinsi Sumatera Utara
dengan sampel yang diambil adalah semua anggota populasi. Hasil penelitian
menunjukkan 1) ada hubungan teknologi informasi dalam mendukung kinerja

organisasi KONI yang thitung = 4,78 > tianer = 1,70, 2) ada hubungan komunikasi

"Galang Arga Marendra, dkk, Jurnal : Hubungan Multitasking Teknologi Informasi
Terhadap Produktivitas Kerja (Studi Kasus : Mahasiswa ITS), Vol. 5 No.2, (Surabaya: Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, 2016).

18Zen Fadli, Jurnal : Hubungan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang
Kinerja Koni Provinsi dan Induk-Induk Organisasi Cabang Olahraga Sumatera Utara, Vol. 15, No.
1, (Medan: Universitas Medan, 2016).
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dalam mendukung kinerja organisasi KONI yang thitung = 3,20 > ttaber = 1,70, dan 3)
ada hubungan yang signifikan dari kedua teknologi informasi dan komunikasi
dalam mendukung kinerja organisasi KONI Fhitung = 19,96 > Fapel = 3,35.
Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas dapat dilihat pada
fokus masalah yang diangkat, variabel penelitian yang diteliti, indikator yang
digunakan, dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus melihat “Hubungan
Perizinan Online Single Submission (OSS) dengan Produktivitas Kerja Pegawai
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Banda Aceh”. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan ada hubungan antara
kedua variabel yang diteliti dengan nilai koefisien korelasi sederhana yang
diperoleh sebesar 0,761. Arah hubungan adalah searah (positif) dengan keeratan
hubungan berdasarkan derajat hubungan Pearson Moment berada pada taraf nilai
0,61 s/d 0,80 atau korelasi kuat. Hasil nilai thiung pada uji signifikansi (uji t)
menunjukkan angka yang lebih besar dari t tabel (thitung > tranel) Yaitu 8,453 >
1,67469. Besarnya kontribusi variabel perizinan OSS terhadap produktivitas kerja
pegawai adalah 57,9%, sedangkan sisa 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang

tidak diteliti pada penelitian ini.

2.2.  Teori Perizinan Online Single Submission (OSS)

2.2.1. Definisi Perizinan
Perizinan berasal dari kata ‘izin’ yang sudah diberi imbuhan ‘per’ yang
menurut S.J Fockema Andreae merupakan pemberian atau pernyataan dari

pemerintah berdasarkan aturan perundang-undangan yang sah terhadap suatu
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perbuatan yang umumnya memerlukan pengawasan khusus.!® Perizinan
berdasarkan tiga produk hukum adalah penetapan izin yang merupakan bagian dari
perizinan dalam mendirikan usaha atau melakukan kegiatan usaha yang disahkan.?
Perizinan menurut Kamus Istilah Hukum adalah pemberian legalitas kepada
seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun
tanda daftar usaha.?! Perizinan menurut | Made Arya Utama adalah salah satu
instrumen hukum dan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang dimiliki
pemerintah untuk mengendalikan kegiatan masyarakat agar tidak menyimpang dari
ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan orang lain.??

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan
kuota, dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya hanya dimiliki atau
diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan
dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.?® Dengan memberi
izin, pemerintah memperkenankan orang yang memohon untuk melakukan
tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan

umum yang mengharuskan adanya pengawasan.?*

195.J Fockema dalam Mukhlish, Buku Ajar Hukum Lingkungan, (Surabaya: Scopindo
Media Pustaka, 2019), him.83.

20Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB IV, Pasal 18 Undang-Undang Otonomi Daerah, Pasal 7
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 dalam Mukhlish, him.84..

ZLKamus Istilah Hukum.

22| Made Arya Utama, Disertasi : Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup
dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan, (Bandung: Universitas Padjajaran,
2005).

Z3Rifqy Maulana dan Jamhir, Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan, diakses dari
https://jurnal.ar-raniry.ac.id pada 30 Juni 2020), him.19.

Zpdrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), him.167.
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Unsur-unsur dalam perizinan yaitu meliputi : wewenang yang diberikan
atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar pemerintah dapat
menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan yang sesuai, izin sebagai
bentuk ketetapan, proses dan prosedur yang dapat berupa pelayanan perizinan dan
proses penyelesaian perizinan yang dilakukan oleh aparat/petugas/pegawai sesuai
perannya, persyaratan yang dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin, waktu
penyelesaian izin yang diterapkan sejak saat pengajuan permohonan hingga
penyelesaian pelayanan dengan waktu sesingkat mungkin, biaya perizinan yang
memperhatikan kejelasan rincian biaya dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, pengawasan penyelenggaran izin, pelayanan pengaduan dan sengketa,
adanya pemberian sanksi, serta hak dan kewajiban antara pemohon dan instansi

pemberi izin yang tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia.?

2.2.2. Konsep Perizinan Online Single Submission (OSS)

Atas dasar pertimbangan bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai dan mengembangkan
kegiatan usaha, perlu adanya penataan kembali agar menjadi pendukung dan bukan
menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha, sehingga disini pemerintah perlu
melakukan suatu penyederhanaan dan reformasi dalam melaksanakan kegiatan
berusaha.?® Hal ini tersebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Salah satu pembahasan untuk

mempercepat dan mempermudah pelayanan berusaha yang dibahas dalam

ZRifgy Maulana dan Jamhir, Op.Cit., him.97-101.
Zperaturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan
Pelaksanaan Berusaha.
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Peraturan Presiden ini ialah perlunya memanfaatkan teknologi melalui suatu Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang disebut Online Single
Submission (OSS). Lebih lanjut, karakteristik penerapan OSS berdasarkan Peraturan

Presiden ini yaitu :

1. Pelaksanaan seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha yang
menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, bupati/wali kota,
wajib dilakukan melalui OSS.

2. Penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan
informasi secara tunggal dan sinkron, dan pembuatan keputusan secara tunggal
untuk pemberian perizinan berusaha.

3. Menjamin  sistem  pelayanan  beroperasi  secara  terus-menerus
(berkesinambungan) dan memenuhi standar keamanan data dan informasi.

4. Proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap
para pengguna sistem untuk memperoleh legalitas akses.

5. Proses koordinasi dan sinkroniksasi pertukaran data dan informasi dilakukan
secara online di antara pengguna OSS.

6. Menyiapkan akses data realisasi perizinan berusaha dari kementerian/lembaga
dan pemerintah daerah yang punya kewenangan perizinan berusaha sebagai
konfirmasi atas telah diterbitkannya perizinan berusaha sesuai ketentuan
perundang-undangan.

7. Melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan
pada OSS.

8. Menyediakan audit trail.
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9. Semua data dalam OSS harus terjamin keamanan dan kerahasiannya.
10. Penyediaan pusat layanan untuk membantu para pelaku usaha.?’
Dalam rangka mewujudkan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2017, maka hadirlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS. OSS adalah
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha
melalui sistem elektronik yang terintegrasi.’® Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang koordinasi penanaman modal.?® Lembaga yang dimaksudkan di sini adalah
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berdasarkan isi Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, standar integrasi dari sistem OSS adalah :
1. Standar otentikasi (proses memvalidasi identitas pengguna) dan pengaturan
hak akses dari dari dan ke sistem OSS.
2. Standar elemen data perizinan antar sistem perizinan berusaha dengan sistem
OsSS.
3. Standar model integrasi antar sistem perizinan berusaha dengan sistem OSS.
4. Standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem perizinan
berusaha dengan sistem OSS.
5. Standar service level agreement antar sistem perizinan berusaha dengan sistem

0SS.%

27pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
2pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

2%pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
%pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
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Karakteristik OSS berdasarkan analisis penulis pada PP Nomor 24 Tahun

2018 adalah :

1.

Mampu mempercepat pemberian pelayanan perizinan dan meningkatkan
angka investasi daerah.

Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan standar Perizinan
Berusaha.

Pelaksanaan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 18 (jenis perizinan berusaha yang berupa Izin Usaha dan
I1zin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya) termasuk penerbitan
dokumen lainnya yang berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan
melalui OSS.

Penerbitan Perizinan Berusaha oleh OSS sebagaimana yang dimaksud di atas
dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik dan dengan disertai tanda tangan
elektronik.

OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai identitas pelaku usaha
setelah memenuhi persyaratan yang diminta sekaligus memberikan informasi
mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh pelaku usaha sesuai bidang
usaha dan besaran rencana penanaman modal, serta menerbitkan Izin Usaha
bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.

OSS memuat rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam sistemnya
untuk dijadikan dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam

penerbitan lokasi.
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Proses manajemen koordinasi dan validasi sistem informasi perizinan dalam
rangka pemenuhan izin komitmen dilakukan secara elektronik antar
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

0SS, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu memenuhi fasilitas
perizinan berusaha berupa tempat pelayanan informasi dan petugas bantuan
untuk mengakses laman OSS secara gratis.

Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan
atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau
pendaftaran, dan/atau usaha, dan/atau kegiatan.

OSS merupakan sebuah reformasi di bidang pemberian pelayanan perizinan

berusaha di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berdasarkan Perpres ini, maka dapat diadopsi prinsip pelaksanaannya, yaitu :

1.

2.

Efektivitas
Keterpaduan
Kesinambungan
Efisiensi
Akuntabilitas
Interoperabilitas

Keamanan
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8. Transparan®!

Menurut Jogiyanto pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi
memberikan 5 peran utama dalam suatu organisasi yaitu :

1. Meningkatkan efisiensi di proses produksi.

2. Meningkatkan efektivitas dengan menyediakan informasi yang akurat, tepat
waktu, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan lebih
efektif sehingga mendapatkan hasil produksi yang sesuai dengan sasaran
produksi yang diinginkan.

3. Meningkatkan komunikasi dengan mengintegrasikan penggunaan sistem
berbasis teknologi.

4. Meningkatkan kolaborasi dengan menggunakan video conference dan
teleconference.

5. Meningkatkan kompetitif untuk meningkatkan keunggulan kompetensi.*

2.2.3. Jenis Perizinan Online Single Submission (OSS)
Merujuk pada isi Pasal 85 PP Nomor 24 Tahun 2018, sejumlah izin yang
dapat diurus pada sistem OSS berupa sektor-sektor berikut ini :
1. Sektor ketenagalistrikan
2. Sektor pertanian
3. Sektor lingkungan hidup dan kehutanan
4. Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat

5. Sektor kelautan dan perikanan

31pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.
32)ogiyanto, Sistem Teknologi Informasi, (Yogyakarta: Andi Publishing ,2003), him.18.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

2.2.4. Alur Pelaksanaan Online Single Submission (OSS)

Sektor kesehatan

Sektor obat dan makanan

Sektor perindustrian

Sektor perdagangan

Sektor perhubungan

Sektor komunikasi dan informatika
Sektor keuangan

Sektor pariwisata

Sektor pendidikan dan kebudayaan
Sektor pendidikan tinggi

Sektor agama dan keagamaan

Sektor ketenagakerjaan

sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan

sektor ketenagabukliran.

Pelaksanaan berizinan berusaha melalui OSS meliputi :

20

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengakses laman OSS dan mengisi beberapa

persyaratan berikut :’

a. nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) pelaku usaha perseorangan

dan nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor

pendaftaran pelaku usaha non perseorangan;

b. alamat tempat tinggal pelaku usaha perseorangan dan jenis bidang usaha

pelaku usaha non perseroangan;
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jenis bidang usaha pelaku usaha perseorangan dan jenis penanaman modal
pelaku usaha non perseorangan;

lokasi penanaman modal pelaku usaha perseorangan dan negara asal
penanaman modal (dalam hal terdapat penanaman modal asing) pelaku
usaha non perseorangan;

besaran rencana penanaman modal pelaku usaha perseorangan dan lokasi
penanaman modal pelaku usaha non perseorangan;

rencana penggunaan tenaga kerja pelaku usaha perseorangan dan besaran
rencana penanaman modal pelaku usaha non perseorangan;

nomor kontak usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha perseorangan dan
rencana penggunaan tenaga kerja pelaku usaha non perseorangan;

rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya
oleh pelaku usaha perseorangan dan nomor kontak badan usaha pelaku
usaha non perseorangan;

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pelaku usaha perseorangan dan
rencana-rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas
lainnya oleh pelaku usaha non perseorangan;

NPWP dan NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pelaku usaha

non perseorangan.?

%3pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
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2. Penerbitan Izin Usaha®*

OSS akan menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu berupa identitas
berusaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan lIzin Usaha dan
Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan
keduannya. NIB berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman
dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB berlaku juga sebagai TDP (Tanda
Daftar Perusahaan), APl (Angka Kepabeanan Impor), hak akses kepabeanan,
sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan (BPJS Kesehatan) dan
ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Setelah menerbitkan NIB, OSS juga
memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh pelaku
usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modalnya. Pelaku usaha

yang telah mendapatkan NIB akan diberi 1zin Usaha.

3. Penerbitan Izin Komersial atau Operasional®

Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha harus tetap memenuhi
persyaratan lzin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, dan IMB (lzin
Mendirikan Bangunan) di masing-masing wilayah lokasi usaha dan wajib
memperbaharui informasi pengembangan usaha dan/atau kegiatan pada sistem
OSS. Pelaku usaha yang sudah memperoleh 1zin Usaha dapat melakukan kegiatan:

a. pengadaan tanah;

b. perubahan luas lahan;

C. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;

34pasal 24-30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
35pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
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h.
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pengadaan peralatan atau sarana;

pengadaan sumber daya manusia;

penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;

pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau

pelaksanaan produksi.

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan

‘Komitmen’ untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi, dan/atau

pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa Yyang

dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS.

4. Pembayaran Biaya Perizinan Berusaha®

Segala biaya perizinan berusaha adalah bagian dari pemenuhan ‘Komitmen’,

yang berupa :

a. penerimaan negara bukan pajak;

b. bea masuk dan/atau bea keluar;

c. cukai; dan/atau

d.

pajak daerah atau retribusi daerah.

Bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya di atas,

maka Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan

dinyatakan batal. Pelaku usaha yang telah melakukan pembayaran harus

menggugah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.

36pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
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5. Fasilitasi Perizinan Berusaha®’
Fasilitasi yang didapatkan oleh para Pelaku Usaha adalah :
a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha;
b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan perizinan
berusaha; dan

c. fasilitasi tersebut di atas tidak dikenai biaya.

6. Masa Berlaku Perizinan Berusaha®

Izin Usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya dan/ atau
kegiatannya, kecuali diatur dalam perundang-undangan. lIzin Komersial atau
Operasional berlaku sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

7. Pengawasan atas Pelaksanaan Perizinan Berusaha®®

Kementerian, lembaga, dan /atau pemerintah daerah wajib melakukan
pengawasan atas :

a. pemenuhan komitmen;

b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, dan/atau pendaftaran; dan/atau

c. usaha dan/atau kegiatan.

Jika hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan maka
tindakan yang dapat diambil berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan

berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

37pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
38pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
39pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
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2.3.  Teori Produktivitas Kerja Pegawai

2.3.1. Definisi Produktivitas Kerja Pegawai

Baik organisasi swasta maupun pemerintah memiliki tujuan yang telah
ditetapkan untuk diwujudkan bersama-sama. Setiap pegawai atau tenaga kerja baik
dari organisasi swasta dan pemerintah akan berupaya menunjukkan prestasi
kerjanya melalui peningkatan produktivitas kerja yang tinggi. Produktivitas berasal
dari kata ‘produk’ yaitu hasil. Sedangkan produksi adalah hasil akhir yang
diperoleh oleh suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah baik melalui hasil
kerja sumber daya manusia, mesin, maupun teknologi. Produktivitas menurut Arif
Suyoko adalah usaha yang berasal dari keinginan manusia untuk selalu
meningkatkan mutu kehidupannya dan penghidupannya.“® Seorang manusia yang
produktif adalah manusia yang mempunyai pandangan dan mental untuk selalu
memperbaiki diri sendiri lebih baik dari hari ini. Pandangan yang seperti ini
membuat seorang manusia memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi dalam
suatu organisasi. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa produktivitas adalah
kemampuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari fasilitas yang
diperoleh dengan menghasilkan output yang optimal bahkan hingga maksimal.*!
Menurut Singodimedjo, ada tiga aspek untuk menjamin produktivitas yang tinggi

yaitu :

4OArif Suyoko dalam Muh. Hizbul Muflihin, Jurnal : Penilaian Produktivitas Kerja
Pegawai,Vol.14, No.2 (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2009), him.1.

41Sondang P. Siagian dalam Pandji Anoraga dan Sri Suyati, Perilaku Keorganisasian,
(Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), him.121.
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1. Aspek kemampuan manajemen tenaga kerja
2. Aspek efisiensi tenaga kerja

3. Aspek kondisi lingkungan kerja.

Konsep produktivitas tidak hanya sebatas menilai efisiensi kerja namun juga
pada efektivitas pelayanan yang diberikan. General Accounting Office (GAO)
memasukkan seberapa besar pelayanan publik memiliki hasil yang diharapkan
sebagai salah satu indikator kinerja yang amat penting.

Ardana menyatakan produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil
yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu atau dilihat dari
sejumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau pegawai dalam
jangka waktu tertentu.*

Penelitian formulasi National Productivity Board Singapore mengatakan
produktivitas kerja adalah sikap mental individu yang mempunyai semangat untuk
melakukan peningkatan perbaikan. Peningkatan perbaikan dapat dilakukan dengan
memanfaatkan teknologi informasi sebagai faktor pendukung agar output yang
dihasilkan lebih tinggi dari sebelumnya.*?

Berikut definisi dari produktivitas kerja dari beberapa ahli :

1. Dewan Produktivitas Nasional memberi definisi produktivitas kerja pada
dasarnya sebagai sikap mental manusia untuk selalu berbenah diri dan

melakukan perbaikan agar lebih baik daripada hari kemarin. Sedangkan

42Ardana dalam Ni Putu Pradita Laksmiari, Skripsi : Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja Karyawan pada Perusahaan Teh Bunga Teratai di Desa Patemon Kecamatan
Serrit, Vol.11, No.1, (Bali: Universitas: Pendidikan Ganesha, 2019), him.4.

43Sedarmayanti, Op.Cit., him.56.
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produktivitas kerja secara umum adalah perbandingan dari hasil yang dicapai

dengan sumber daya yang digunakan.

Indikator :

a. kualitas kerja;

b. kuantitas kerja;

c. ketetapan waktu;

d. perbaikan kerja pegawai; dan

e. perbandingan masukan dengan hasil.*

Edy Sutrisno memberi definisi produktivitas kerja sebagai hubungan antara

keluaran (barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, teknologi, uang,

material) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Indikator :

a. kemampuan dan keterampilan melaksanakan tugas;

b. selalu meningkatkan hasil yang dicapai;

c. semangat kerja yang terdiri dari etos kerja dan hasil yang dicapai hari ini;
d. upaya pengembangan diri dengan melihat tantangan dan harapan;

e. kualitas kerja; dan

f. efisiensi.®®

4“Dewan Produktivitas Nasional dalam Jati Setiati, Skripsi : Analisis Faktor-Faktor

Produktivitas Kerja pada Pegawai Perpustakaan ITS, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2014 ),

him.5.

4SEdy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Surabaya: Kencana Predana Media

Group, 2011), him.104.
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Yim Kimsean memberi definisi dari produktivitas kerja merupakan suatu sikap

dan perilaku pegawai dalam birokrasi terhadap aturan-aturan dan standar-

standar yang telah ditetapkan oleh birokrasi yang telah diwujudkan baik dalam

bentuk tingkah laku maupun perbuatan.

Indikator :

a. kemampuan untuk melaksanakan tugas;

b. berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai;

c. semangat kerja yang lebih baik dari sebelumnya;

d. berupaya untuk mengembangkan diri untuk berperilaku lebih baik;

e. mengembangkan diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan kerja;

f.  mutu yang lebih baik hari ini;

g. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya
yang dipakai;

h. terus menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas kerja; dan

melakukan kegiatan-kegiatan analisis dalam memecahkan masalah yang

dihadapi birokrasi.*®

4. Slamet Saksono memberi definisi terhadap produktivitas kerja sebagai

kemampuan pegawai untuk menghasilkan barang dan jasa yang dilandasi

dengan kualitas dan sikap mental pegawai agar suatu tujuan dari organisasi

dapat tercapai. Saksono menjelaskan bahwa produktivitas kerja memiliki dua

aspek utama yaitu efektivitas dan efisiensi.

46Yim Kimsean, Memahami Good Governance dalam Perpekstif Sumber Daya Manusia,

(Jakarta: Gava Media, 2011), him.321.
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Indikator :

a. kemampuan bekerja lebih giat;

b. mengikuti diklat untuk memperoleh keterampilan dan keahlian;
c. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;

d. memanfaatkan seluruh waktu kerja;

e. evaluasi hasil kerja;

f.  kualitas kerja;

g. mencari perbaikan dari kesalahan atau kekurangan.*’

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja
Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dalam Sedarmayanti
mengatakan bahwa ada 6 faktor utama yang mempengaruhi produktivitas kerja

yaitu :

1. Sikap kerja yaitu kesediaan untuk bekerja secara bergiliran atau bergantian
(shiftwork), bersedia menerima tambahan pekerjaan, dan bersedia bekerja
dalam sebuah tim.

2. Tingkat keterampilan yang ditentukan oleh pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan bidang keahlian tenaga kerja.

3. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan organisasi yang tercermin pada usaha
kerja sama dalam meningkatkan produktivitas melalui lingkaran pengawasan

mutu.

4Slamet Saksono, Administrasi Kepegawaian, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm.144-
145,
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Manajemen produktivitas yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber dan
sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas.

Efisiensi tenaga kerja seperti adanya perencanaan tenaga kerja dan tambahan
tugas.

Kewiraswastaan yang tercermin dalam pengambilan resiko, kreativitas dalam
berusaha, dan berada dalam jalur yang benar dalam berusaha.*®

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut

Anoraga vyaitu :

1.

Pendidikan dimana jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang lebih
tinggi maka akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih baik.
Motivasi dimana seorang pimpinan organisasi harus mengetahui motivasi kerja
dari setiap karyawan atau pegawainya, sehingga pimpinan dapat membimbing
dan mendorong karyawan atau pegawainya untuk bekerja lebih baik dalam
mencapal tujuan organisasi.

Disiplin kerja adalah sikap yang senantiasa patuh untuk mengikuti aturan yang
ada dan sangat berhubungan erat dengan motivasi. Disiplin kerja dapat terlihat
dari seorang tenaga kerja yang selalu menghargai waktu.

Keterampilan banyak pengaruhnya terhadap produktivitas kerja yang dapat
ditingkatkan melalui latihan-latihan, diklat, dan sebagainya.

Sikap etika kerja dibutuhkan dalam membina hubungan yang selaras, serasi,
dan seimbang dalam suatu organisasi agar tidak terjadi konflik dan kerugian

bagi organisasi.

“48Sedarmayanti, Op.Cit., him.71.
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Gizi dan kesehatan yang baik akan sangat mempengaruhi kemampuan kerja
seorang karyawan atau pegawai. Jika gizi karyawan atau pegawai tidak
tercukupi, maka kesehatan akan terganggu.

Tingkat penghasilan ditentukan oleh prestasi kerja karyawan atau pegawai, hal
ini akan menjadi motivasi bagi karyawan atau pegawai untuk giat bekerja agar
mendapatkan upah yang sepadan.

Lingkungan kerja dan iklim kerja dilihat dari hubungan kerja antar karyawan
atau pegawai, hubungan dengan pimpinan, mesin, fasilitas dan sebagainya. Jika
lingkungan tidak baik maka akan mempengaruhi pekerjaan karyawan dan
pegawai.

Teknologi menjadi elemen penting saat ini untuk mendukung pekerjaan atau
pemberian pelayanan oleh karyawan dan pegawai agar lebih efektif dan efisien,
sehingga akan meningkatkan produktivitas.

Sarana produksi harus saling mendukung dalam proses produksi.

Jaminan sosial yang menunjang kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai
atau karyawan harus dijamin oleh organisasi.

Manajemen yang baik akan membuat karyawan atau pegawai bekerja dengan
terorganisir dan tepat sasaran.

Kesempatan berprestasi harus diberikan agar karyawan atau pegawai dapat

mengembangkan potensi yang dimilikinya.*°

“Anoraga dalam Dessy, Skripsi : Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan Produktivitas

Kerja Pada Karyawan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), him.10-14.
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2.4.  Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang penting.>® Tujuan dari kerangka berpikir ini
adalah untuk memperjelas variabel yang sedang diteliti sehingga dapat diperinci
lebih konkrit dan tepat. Kerangka berpikir yang baik dapat memberi penjelasan
secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini
menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah perizinan OSS dan variabel
dependen () adalah produktivitas kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Maka dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut :

Perizinan OSS Produktivitas Kerja Pegawai

>
(Variabel X) (\Variabel Y)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.5.  Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan
perlu dikaji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang.>

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan perizinan OSS dengan

0Uma Sekaran dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D,(Bandung: Alfabeta, 2018), him.60.

SIFitra Marta Liza, Skripsi : Analisis Pengaruh Infrastruktur Pertumbuhan Jalan Raya
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang, ( Malang: Universitas Muhammadiyah,
2015), him.17.
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produktivitas kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh. Berikut perumusan

hipotesis dari penelitian ini :

Ho = Perizinan Online Single Submission (OSS) tidak berhubungan dengan
Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

H: = Perizinan Online Single Submission (OSS) berhubungan dengan

Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.



BAB Il

METODE PENELITIAN

3.1.  Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan perincian prosedur kerja yang akan
dilaksanakan pada saat penelitian berlangsung sehingga dapat memberi gambaran
dan arah yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu juga
memberikan gambaran jika penelitian telah jadi atau selesai.>?

Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan perizinan OSS
dengan produktivitas kerja pegawai, sehingga penelitian kuantitatif yang digunakan
adalah correlation research (penelitian korelasi).

Correlation research adalah suatu penelitian yang melibatkan proses
pengumpulan data guna menentukan hubungan dan tingkat hubungan antara dua

variabel maupun lebih.>

3.2.  Definisi Operasional VVariabel Penelitian

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel yang sebelumnya
diungkapkan dalam sebuah teori (konsep) dijelaskan lebih lanjut secara
operasional, praktik, riil, dan nyata dalam lingkup penelitian atau obyek yang
tengah diteliti.>* Suatu yang dijelaskan secara operasional adalah variabel-variabel

penelitian yang digunakan untuk ditemukan hubungan antara variabel satu dengan

2lman Fachruddin, Desain Penelitian, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009),
him.213.

%3Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), him.175

%1bid, him.142.
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yang lainnya. Sebuah variabel sangat erat kaitannya dengan indikator. Indikator
digunakan sebagai pedoman bagi peneliti dalam kegiatan pengukuran (alat ukur)
yang memberi batas terhadap variabel yang akan diteliti.

Fokus variabel dalam penelitian ini adalah melihat hubungan antara
“perizinan Online Single Submission (OSS)” sebagai variabel bebas (X) dan

“produktivitas kerja pegawai” sebagai variabel terikat (Y). Definisi operasional

kedua variabel di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Item
No Variabel Definisi Indikator Ukuran | Skala | Pertanyaa
Variabel n
Independen Variabel (X)
1. | Perizinan Perizinan Online | (1) Efektif 1-5 Interval Al-A8
Online Single | Single (2) Terpadu
Submission Submission (3) Kesinambungan
(0SS) (OSS)  adalah | (4) Efisien
perizinan yang | (5) Akuntabel
diterbitkan oleh | (6) Interoperabilitas
Lembaga OSS | (7) Aman
untuk dan atas | (8) Transparan
nama  menteri,
pimpinan
lembaga,
gubernur,
bupati/wali kota
kepada pelaku
usaha  melalui
sistem elektronik
yang terintegrasi
(Peraturan
Pemerintah
Nomor 24 Tahun
2018)
Dependen Variabel (Y)
2. | Produktivitas | Produktivitas (1) Kemampuan 1-5 Interval B1-B8
Kerja kerja  pegawai | (2) Hasil yang
Pegawai adalah sikap dicapai
mental individu | (3) Semangat
yang kerja
mempunyai (4) Perilaku
semangat untuk | (5) Pengembanga
melakukan n diri
peningkatan (6) Mutu
perbaikan. (7) Perbandingan
Peningkatan hasil
perbaikan dapat | (8) Kualitas kerja
dilakukan
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dengan (9) Analisis
memanfaatkan pemecahan
teknologi masalah
informasi

sebagai  faktor
pendukung agar
output yang
dihasilkan lebih
tinggi dari
sebelumnya
(Penelitian
formulasi
National
Productivity
Board
Singapore)

3.3.  Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di DPMPTSP Kota Banda Aceh. Alasan
memilih DPMPTSP Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian pertama,
DPMPTSP Kota Banda Aceh memiliki track record yang cukup bagus salah
satunya telah menerima penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Revolusi Birokrasi (KEMENPAN-RB) di tahun 2016 dan 2018.>° Kedua,
DPMPTSP Kota Banda Aceh juga sudah memiliki pengalaman dengan teknologi
informasi salah satunya menjadi kota pertama di Indonesia yang membuat Aplikasi
Perizinan Onlinenya sendiri di tahun 2015 guna memberi pelayanan perizinan
berusaha yang sesuai dengan konsep electronic government.®® Waktu penelitian
dimulai dari tanggal penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian di DPMPTSP Kota

Banda Aceh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yaitu

SSDPM-PTSP Kota Banda Aceh, Prestasi yang Telah Diraih DPMPTSP Kota Banda Aceh,
diakses dari https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/profile/prestasi/ pada 13 September 2019.

*Diakses dari https://bandaacehkota.go.id/berita/944/pertama-di-indonesia-banda-aceh-
launching-aplikasi-perizinan-online.html.m=1/ pada 22 Juni 2020.



https://dpmptsp.bandaacehkota.go.id/profile/prestasi/
https://bandaacehkota.go.id/berita/944/pertama-di-indonesia-banda-aceh-launching-aplikasi-perizinan-online.html.m=1/
https://bandaacehkota.go.id/berita/944/pertama-di-indonesia-banda-aceh-launching-aplikasi-perizinan-online.html.m=1/
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tanggal 6 Juli 2020 hingga tanggal dikeluarkannya Surat Selesai Melakukan

Penelitian oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu tanggal 22 Juli 2020.

3.4.  Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.®’ Populasi dalam penelitian
ini berdasarkan Daftar Hadir Pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh Bulan Juli 2020
adalah para pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berstatus PNS sebanyak
35 orang dan Non-PNS sebanyak 19 orang sehingga total keseluruhan populasi

adalah 54 orang.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi.®® Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan
sampling jenuh yang merupakan bagian dari teknik non probability sampling.
Sampling jenuh merupakan metode penarikan sampel yang mengambil semua
anggota populasi sebagai sampel penelitian, hal ini dilakukan jika jumlah populasi

kurang dari 100 orang.>® Sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 orang.

5’Sugiyono, Op.Cit., him.80.

581bid.

Magfirah S, Skripsi : Hubungan Motivasi dan Kepuasan Relawan dengan Program
Rumah Zakat Cabang Aceh, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), him.35.
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3.5. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

3.5.1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh oleh peneliti
secara langsung dari pihak pertama yaitu pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh

melalui penyebaran angket (kuesioner).

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh
peneliti dan merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder bisa
diperoleh dari dokumen-dokumen penting DPMPTSP Kota Banda Aceh yang
berhubungan dengan penelitian, informasi dari website resmi DPMPTSP Kota

Banda Aceh, portal berita, dan sebagainya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.®® Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

3.6.1. Observasi
Observasi merupakan suatu langkah awal yang dilaksanakan secara

sistematik dan sengaja dijalankan dengan alat indra (mata) untuk mengetahui

0Sugiyono, Op.Cit., him.224.
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kejadian-kejadian secara langsung dan menangkap kejadian di lapangan.®* Dalam
penelitian ini observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung kegiatan di
DPMPTSP Kota Banda Aceh. Instrumen penelitian atau fasilitas yang digunakan
untuk mengumpulkan data observasi dalam penelitian ini adalah pedoman
observasi. Pedoman observasi adalah pedoman yang telah dipersiapkan sebelum
melakukan observasi di lapangan. Pedoman observasi memuat Kisi-kisi observasi
yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Observasi di DMPTSP Kota Banda Aceh

No Indikator Keterangan
1. | Aktivitas pegawai Jumlah pegawai yang hadir
2. | Struktur organisasi Kedudukan

3. | Kinerja pegawai Hasil atau output

4. | Renstra Jangka waktu berlaku

5. | Fasilitas pendukung Peralatan kerja

3.6.2. Pengisian Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Kuesioner dalam penelitian ini memakai daftar pernyataan yang bersifat tertutup
karena alternatif jawaban telah ditentukan oleh peneliti. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah angket yang dibuat dengan menggunakan pendekatan skala

likert. Skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengetahui pendapat, persepsi,

61Bimo Walgito dikutip dari Rizal Maulana, Skripsi : Pengaruh Mutasi Terhadap
Pengembangan Karir Pegawai Karir Pegawai di Sekretariat Kota Banda Aceh, (Banda Aceh: UIN
Ar-Raniry, 2019), him.37.
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dan sikap responden terhadap fenomena sosial yang ingin diteliti.®> Angket yang
telah dibuat peneliti berisikan kuesioner yaitu pernyataan-pernyataan terkait
indikator kedua variabel yang telah dipersiapkan jawabannya untuk dipilih oleh
responden. Daftar pernyataan dalam angket ini befungsi agar peneliti dapat mencari
data tentang perizinan OSS dan produktivitas kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda
Aceh. Angket diberikan kepada seluruh yang pegawai DPMPTSP baik PNS

maupun Non-PNS. Kisi-kisi instrumen penelitian untuk angket yaitu sebagai

berikut :
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Angket Penelitian
Komponen Indikator Ptll?rllyl/saligz:n Jumlah
Perizinan OSS (1) Efektif 1 1
(2) Terpadu 2 1
(3) Kesinambungan 3 1
(4) Efisien 4 1
(5) Akuntabel 5 1:
(6) Interoperabilitas 6 4
(7) Aman 7 1
(8) Transparan 8 1
Produktivitas Kerja | (1) Kemampuan 9 1
Pegawai 2) Hasil yang dicapai 10 1
(3) Semangat kerja 11 1
(4) Perilaku 12 1
(5) Pengembangan diri 13 1
(6) Mutu 14 1
(7) Perbandingan hasil 15 1

2Magfirah S, Op.Cit., him.40.
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(8) Kualitas Kerja

16

1

Jumlah butir pernyataan

16

Angket di atas menggunakan skala likert sebagai alat ukur dengan

menyediakan lima alternatif jawaban dari sangat negatif ke sangat positif yaitu

sebagai berikut :

(1) STS: Sangat Tidak Setuju

(2) TS :Tidak Setuju

(3) KS : Kurang Setuju

(4) S :Setuju

(5) SS : Sangat Setuju

Tabel 3.4 Skala Likert

Likert Favorable Unfavorable
STS 1 5
TS 2 4
KS 3 3
S 4 2
SS 5 1

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari informasi-informasi yang ada

dalam sebuah dokumen atau berkas yang berkaitan dengan penelitian. Dalam

penelitian ini dokumentasi berbentuk absen atau rekapitulasi data pegawai, struktur

organisasi, profil lokasi penelitian, visi misi, renstra, renja, hasil output perizinan,

laporan aset, dan catatan penting lainnya.
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3.7.  Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan komputasi
program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 22. SPSS adalah suatu
program statistik yang dibutuhkan peneliti untuk mengolah data, menganalisis data,
dan menginterpretasikan data secara akurat. Teknik pengolahan data dengan

analisis kuantitatif dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut® :

3.7.1. Uji Instrumen
Uji instrument adalah uji yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang
menjadikan kuesioner sebagai skala pengukuran variabel penelitian. Kuesioner

dikatakan baik jika telah memenuhi validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau
kesahihan suatu instrumen penelitian khususnya instrumen yang dibuat dengan
kuesioner.®* Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan
korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dalam program SPSS
versi 22. Uji validitas berpedoman pada r tabel dan r hitung, untuk nilai r tabel
dapat diketahui dengan berpedoman pada nilai degree of freedom (df) dimana
df = N-2. Sampel (N) dalam penelitian ini adalah 54 sehingga df = 54-2 = 52.

Taraf signifikasi yang digunakan adalah 5% (0,05) dengan uji dua sisi.

83J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), him.
151.

84Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif
Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta: Deepublish,
2020), him. 63.
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Sedangkan r hitung dilihat dari hasil perhitungan menggunakan SPSS.
Pengambilan keputusan pada uji dilakukan dengan melihat nilai r hitung harus
lebih besar dari r tabel (fhiwng > rtaver), Sehingga setiap item pernyataan
dinyatakan bernilai positif atau valid. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel (rnitung
< rabel), Maka setiap item pernyataan dinyatakan bernilai negatif atau tidak
valid.%® Rumus dari uji validitas adalah menggunakan rumus korelasi Product

Moment Pearson dengan angka kasar yaitu :

oy — ME ) - CX )
JIME ) - E0HME YD) - (E1)2
Keterangan:
Xy . Koefisien korelasi antara variabel X dan'Y
X : Nilai masing-masing item
Y . Nilai total
XY  : Jumlah perkalian antara variabel X dan Y

¥X? : Jumlah kuadrat variabel X
*Y? . Jumlah kuadrat variabel Y
N : Jumlah responden.®
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang melihat sejauh mana instrumen

penelitian khususnya kuesioner menghasilkan pengukuran yang relatif sama

atau konsisten meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda.®” Uji reliabilitas

1bid., him.64.

Sugiyono, Op.Cit., him.274

7lkhwan Lutfi dan Yunita Faela Nisa, Rasa Malu dan Rasa Bersalah di Mata Mahasiswa
: Naskah Kognisi Tentang Arti, Sumber, dan Akibat Rasa Malu dan Rasa Bersalah, (Jakarta:
Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Press, 2008), him.89.
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dalam penelitian ini dihitung dengan Realibility Statistic pada program SPSS
versi 22 untuk mengetahui nilai dari Chronbach’s Alpha. Tinggi rendahnya
realibilitas ditunjukkan dengan nilai koefisien Chronbach’s Alpha dimana jika
nilai Chronbach’s Alpha > 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau
konsisten, namun jika Chronbach’s Alpha < 0,60 maka kuesioner dinyatakan

tidak reliabel atau tidak konsisten. Rumus Chronbach’s Alpha yaitu :

Y gi?
147 k—1 {1 ot2 }
Keterangan :
ri : Realibilitas instrumen
k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyak soal
Y oi* :Jumlah varian butir pertanyaan
ot?  : Varian total®

3.7.2. Uji Asumsi Dasar
Dalam penelitian ini, uji asumsi dasar yang digunakan ada tiga yaitu uji

normalitas, homogenitas, dan linearitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebelum analisis statistik
parametrik untuk uji hipotesis. Tujuannya untuk menguji apakah data yang
digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Uji

normalitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode

88Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), hal. 238
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Kolmogrov-Smirnov dalam program SPSS versi 22. Konsep Kolmogrov-
Smirnov (K-S) dilakukan dengan membandingkan distribusi data yang akan
diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku yang telah ditransformasikan
ke dalam bentuk Z-score.®® Pengambilan keputusan dalam uji normalitas K-S
jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), maka data
penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05
(Sig. <0,05), maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Jika hasil residual
yang didapatkan sangat dekat dengan 0,05 (misalnya 0,049) maka dapat dicoba
dengan metode uji normalitas yang lain yang dapat memberikan hasil normal
seperti metode histogram, uji normal P Plot, Chi Square, dan Skewness. Jika
hasil residualnya jauh dari nilai normal, maka langkah-langkah yang dapat
dilakukan adalah dengan melakukan transformasi data, trimming data outliers,

atau menambah data observasi.”®

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan uji yang memberikan informasi bahwa data
penelitian masing-masing kelompok data dari populasi tidak berbeda jauh
keragamannya.” Uji homogenitas merupakan syarat awal dalam analisis

Independent Sample T Test dan ANOVA.” Uji homogenitas berbeda dengan

89Ali Sahab, Buku Ajar Analisis Kuantitatif 1lmu Politik dengan SPSS, (Surabaya:
Airlangga University Press, 2018), him.161.

70yeri Sutopo dan Achmad Slamet, Statistika Inferensial, (Yogyakarta: Andi, 2017), him.
97.

"IFajri Ismail, Statistika Untuk Penelitian Pendidikan dan Ilmu —llmu Sosial, (Jakarta:
Kencana Prenamedia Group, 2018), him.201.

"2Mariatul Qibtiyah, Skripsi : Pengaruh Loneliness Terhadap Impulsive Buying Produk
Fashion Pada Mahasiswi Konsumen Online Shop, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015),
him.94.
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uji normalitas. Uji homogenitas hanya digunakan pada uji parametris yang
menguji perbedaan antara kedua kelompok atau beberapa kelompok yang
berbeda subjeknya atau sumber datanya.” Sedangkan uji normalitas diperlukan
sebagai syarat setiap uji parametris. Uji homogenitas dalam penelitian ini
dihitung dengan menggunakan One Way Anova dalam program SPSS versi 22.
Pengambilan keputusan dalam uji homogenitas dilakukan jika nilai signifikansi
(Sig.) lebih besar dari 0,05 maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi
adalah sama atau homogen. Jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05
maka varian dari dua atau lebih kelompok populasi tidak sama atau tidak

homogen.

3. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dua
variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.” Uji
linearitas merupakan syarat awal dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji
linearitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Test for Linearity
dalam program SPSS versi 22. Pengambilan keputusan dari uji linearitas dapat
dilihat dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan nilai signifikansi
(Sig) dimana jika nilai Deviation from Linearity Sig. lebih besar dari 0,05 maka
ada hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai

Deviation from Linearity Sig. lebih kecil dari 0,05 maka tidak ada hubungan

3Vivi Herlina, Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS, (Jakarta:
PT. Elex Media Komputindo, 2019), him.88.

"AEnny Keristiana Sinaga dkk, Buku Ajar Statistika : Teori dan Aplikasi Pada Pendidikan,
(Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), him.130.
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yang linear antara variabel X dengan variabel Y. Kedua, dengan
membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel dimana jika nilai Fhitung lebih
kecil dari Ftabel (Fnitung < Fraber), maka ada hubungan yang linear antara variabel
X dengan variabel Y . Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (Fhitung > Ftaber)

maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel X dengan variabel Y.

3.7.3. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas

residual.

1. Uji Normalitas Residual

Residual merupakan perbedaan antara nilai observasi dengan nilai prediksi
yang diperoleh dimana setiap kombinasi nilai prediktor atau disebut dengan
unstandardized yang diasumsikan distribusi residual adalah normal.” Uji
normalitas residual pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah
nilai residual  (bukan nilai masing-masing variabel) yang dihasilkan
berdistribusi normal atau tidak. Tujuannya untuk meyakinkan apakah data
berdistribusi normal atau tidak secara lebih lanjut. Dalam statistik parametrik
salah satu syarat yang harus dipenuhi data harus berdistribusi normal dengan
jumlah subjek penelitian minimal 30 orang.”® Ada 2 metode yang digunakan
untuk uji normalitas residual yaitu metode grafik dan metode uji One Sample

Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS versi 22.

SJonathan Sarwono, Riset Skripsi dan Tesis dengan SPSS 22, (Jakarta: PT. Elex Media
Komputindo, 2014), him.43.

78Wiwien Dinar Pratisti dan Susatyo Yuwono, Psikologi Eksperimen Konsep, Teori, dan
Aplikasi, (Surakarta: Muhammidah University Press, 2018), him.113.
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Pada metode grafik, uji normalitas residual dilakukan dengan cara melihat
penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-Plot of
Regression Standardized Residual (Normal P-Plot) dan grafik histogram.
Sedangkan dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan
melihat hasil signifikasi harus lebih besar dari 0,05 agar data disimpulkan

berdistribusi normal.””

3.8.  Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah
perhitungan statistik yang meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris.
Teknik analisis data kuantitatif dilakukan saat semua data atau jawaban responden
sudah dikumpulkan dan ditabulasikan. Untuk mengetahui respon dari responden
maka perlu dianalisis data dengan menggunakan rata-rata keseluruhan skor yang
telah dibuat dengan metode skala likert.”® Berikut teknik analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini.

3.8.1. Uji Korelasi

1. Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana merupakan teknik analisis data yang digunakan
untuk melihat keeratan atau arah hubungan dari dua variabel saja yaitu variabel
X (independen) dan variabel Y (dependen). Ada 3 cara untuk menghitung

koefisien korelasi sederhana pada program SPSS yaitu ada Pearson Correlation

"Ce Gunawan, Mahir Menguasai SPSS : (Mudah Mengolah Data Dengan IBM SPSS
Statistic 25), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him.119 dan 125.
8Rizal Maulana, Op.Cit., him.42.
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atau Product Moment Pearson yang digunakan untuk data berskala interval atau
ratio, sedangkan Spearman Correlation dan Kendall’s tau-b digunakan untuk
data berskala ordinal.”® Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk
menghitung analisis korelasi sederhana adalah dengan uji Product Moment
Pearson. Pada uji Product Moment Pearson nilai korelasi (r) berkisar antara 1
atau -1. Jika nilai data semakin mendekati angka 1 atau -1 maka disimpulkan
ada keeratan hubungan antara dua variabel yang diteliti, sedangkan jika semakin
mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel disimpulkan lemah.
Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi pada uji Product

Moment Pearson dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r

Interval Nilai r Tingkat Hubungan
0,80-1,000 Sangat kuat
0,60-0,799 Kuat
0,40-0,599 Cukup kuat
0,20-0,399 Rendah
0,00-0,199 Cukup Rendah

Rumus analisis korelasi sederhana yaitu :

2x.y
rxy =
JEx2) X y?)
“Duwi Consultant, Analisis Korelasi Sederhana, diakses dari

https://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-korelasi-sederhana.html?m=1/ pada 30 Juni
2020.



https://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-korelasi-sederhana.html?m=1/
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Keterangan :

rxy Koefisien korelasi antara variabel x dan y
X : Deviasi dari mean untuk nilai variabel x
y : Deviasi dari mean untuk nilai variabel y

Y. x.y - Jumlah perkalian antara nilai x dan y
x?  :Kuadrat dari nilai x
y? :Kuadrat dari nilai y

3.8.2. Uji Koefisien

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
kontribusi atau hubungan dari variabel X (independen) terhadap variabel Y
(dependen). Koefisien determinasi dilakukan dengan menggunakan koefesien

determinasi (KD) dengan rumus :

kd = T2 x 100%

Keterangan :
kd : Nilai koefisien determinasi
ryyz : Nilai koefisien korelasi
3.8.3. Uiji Signifikansi (Uji t)
Uji signifikansi (uji t) digunakan sebagai pengujian lanjutan untuk
mengetahui apakah koefisien korelasi yang telah diperoleh sebelumnya dapat

digunakan untuk mewakili populasi.® Rumus uji-t yaitu :

80Rizqa Maisarah, Skripsi : Hubungan Etika Birokrat dengan Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor di Kantor Samsat Aceh Besar, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), him.63.
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rvyn—-2
t =
1-r2
Keterangan :
T : Koefisien korelasi
n : Jumlah responden
r? : Koefisien determinasi

Langkah-langkah pengujian pada uji signifikansi (uji t) koefisien korelasi
adalah sebagai berikut :
1. Menentukan Hipotesis

Ho =  Perizinan Online Single Submission (OSS) tidak berhubungan dengan
Produktivitas Kerja Pegawai.

Hy = Perizinan Online Single Submission (OSS) berhubungan dengan
Produktivitas Kerja Pegawai.

2. Menentukan Tingkat Signifikansi
Pengujian dilakukan dengan uji dua sisi agar dapat diketahui ada atau tidaknya
hubungan yang signifikan. Penentuan tingkat signifikansi menggunakan o =
5%.

3. Menentukan t hitung
Dilakukan dengan menggunakan rumus di atas atau program SPSS.

4. Menentukan t tabel
Tabel distribusi t dicari pada a = 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k
dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel sehingga df =
54-2 =52

5. Kiriteria Pengujian
Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Hz ditolak



6. Membandingkan t hitung dengan t tabel

7. Menarik Kesimpulan.

J
AR-RANIRY

52



4.1.

4.1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambaran Lembaga/Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Banda Aceh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Banda Aceh awalnya berakar dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh yang dibentuk melalui Peraturan Wali Kota Nomor 378 tahun
2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2010 Kota Banda
Aceh menerbitkan Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non-perizinan oleh P2TSP (Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu) Kota Banda Aceh.

Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan isi Qanun Nomor 11 Tahun
2016 sejak tanggal 31 Desember 2016 mulai dibentuk menjadi DPMPTSP Kota
Banda Aceh yang diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota
Nomor 56 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda
Aceh.

DPMPTSP Kota Banda Aceh awalnya berlokasi di Kantor Wali Kota Banda
Aceh, namun semenjak Desember 2019 DPMPTSP Kota Banda Aceh

berpindah ke Mal Pelayanan Publik (MPP) di lantai 3 Pasar Aceh Baru. Pasar

53
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Aceh Baru berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kampung Baru,

Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan agar pelayanan

perizinan dan non perizinan dapat berlangsung lebih terintegrasi pada satu

tempat. DPMPTSP Kota Banda Aceh terdiri dari :

a.

b.

Kepala Dinas.

Sekretariat membawahi Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian
Keuangan, dan, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Bidang Penanaman Modal membawahi Seksi Promosi dan Pengembangan
Penanaman Modal, dan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal.

Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan membawahi Seksi
Pelayanan Informasi dan Pengaduan, Seksi Pengolahan Data, Pelaporan
Perizinan dan Non-Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan membawahi Seksi
Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan | dan Seksi Pelayanan Perizinan
dan Non-Perizinan II.

Kepala Subbagian

Kepala Seksi

UPTD

Kelompok Jabatan Fungsional

DPMPTSP berada di bawah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal

(BKPM) yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Sekretariat
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dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada kepala dinas. Bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya. Subbagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya. Selanjutnya, seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala didang yang

bersesuaian.

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang
DPMPTSP Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, maka DPMPTSP

Kota Banda Aceh mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu.

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu.

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

d. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP dengan lingkup tugasnya.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas

dan fungsinya.
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Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP Kota

Banda Aceh memiliki kewenangan :

a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan Kota Banda Aceh

b. Pembuatan peta potensi investasi Kota Banda Aceh.

c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal.

d. Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu di bidang
penanaman modal.

e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non-perizinan yang

terintegrasi.

3. Visi dan Misi

Visi DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Iklim Penanaman
Modal yang Kondusif melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang lebih Maju dan Berdaya Saing”. Misi
DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

a. Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif dan
peningkatan peluang investasi.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan perizinan.

d. Mengembangkan sistem teknologi informasi bidang penanaman modal.

e. Meningkatkan potensi daerah, promosi dan kerja sama investasi.
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4. Motto, Janji Layanan, dan Budaya Kerja

Motto DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah“Melayani Dengan Mudah,
Berkualitas, dan Terpercaya”.Janji layanan DPMPTSP Kota Banda Aceh
adalah cepat, mudah, dan transparan. Sedangkan budaya kerja pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :
a. Ringkas (pemilahan)
b. Rapi (penataan)
c. Resik (pembersihan)
d. Rawat (pemantapan)

e. Rajin (pembiasaan)

5. Mekanisme Pelayanan

@) DPM-FTSR

D

Y e — T ¢
Gambar 4.1 Mekanisme Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh
Sumber : Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020
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6. Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG DITERAPKAN,

DAN SIAP MENANGGAPI SEGALA KELUHAN SERTA KETIDAKPUASAN
ATAS PELAYANAN KAMI

APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

DPMPTSP

Gambar 4.2 Maklumat Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh
Sumber : Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020

7. Jenis Pelayanan Perizinan

DPMPTSP Kota Banda Aceh melaksanakan sebagian kewenangan wali
kota untuk penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal baik
perizinan dan non perizinan. Keseluruhan pelayanan DPMPTSP Kota Banda
Aceh dapat melayani masyarakat secara mudah melalui jaringan online dengan
waktu penyelesaian izin yang pasti dan terjangkau. Masa berlakunya izin tidak
terbatas selama pelaku usaha aktif melakukan pembayaran pajak setiap
tahunnya.

DPMPTSP Kota Banda Aceh melalui sistem OSS melayani 85 (delapan
puluh lima) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terdiri
dari 48 (empat puluh delapan) jenis usaha dan 37 (tiga puluh tujuh) jenis

komersial, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 4.1 Jenis Perizinan Pada Sistem OSS
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No. Jenis 1zin Usaha

L Izin Usaha Perkebunan

2 Izin Usaha Tanaman Pangan

3 Izin Usaha Hortikultura

4 Izin Usaha Peternakan

> Pendaftaran Usaha Perkebunan

6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan

7 Pendaftaran Usaha Peternakan

8. Izin Usaha Industri

9. Izin Usaha Kawasan Industri

10. | lzin Perluasan

11. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (ITUJPTL)
12 Izin Pemanfaata_\n Jariqgan '_I'enaga Listrik Qntuk Kepentingan

Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika
13. Izin Usaha_l Pe_nyediaan
Tenaga Listrik (IUPTL)

14. | lzin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
15. | Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
16. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

18. | Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
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19. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
20. Izin Pelabuhan Umum
21. Izin Usaha Angkutan Laut
22 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)
23 | lzin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan
24 | lzin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
o5 | lzin Mendirikan Rumah Sakit
26. | 1zin Toko Obat
27. | lzin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
28. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
29. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi
3% dan Hutan Lindung (IUPK Silvopastura)
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Fishery Pada Hutan Produksi
31 dan Hutan Lindung (IUPK Silvo Fishery)
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) pada
32, Hutan Produksi
33. | lzin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi
Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi dan
34. Hutan Lindung
Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
3. Lingkungan hidup (SPPL)
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
36. untuk Usaha Jasa
37. | Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

38.

Izin Pelaksanaan Reklamasi
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39. | Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil

40. | Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil

41. | Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan

42 | Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
43. | lzin Usaha Jasa Konstruksi

44. | Surat Izin Peil Banjir

45, Izin Koperasi Simpan Pinjam

46. | Surat Izin Usaha Perdagangan

Sumber : Dokumen Subbag.Umum, Kepegawaian dan Aset DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020

Tabel 4.2 Jenis Izin Komersial Pada Sistem OSS

No. Jenis Izin Komersial
1 Izin Operasi (10)
5 Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau lintas antar
propinsi dan/atau antar negara
3 Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan
4 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
5 Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi
Penetapan Terminal Khusus Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar
6 Negeri
7 Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter
8 Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum
9 Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus
10 Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK
11 Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
12 | Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan
13 | danPKRT
14 Izin Toko Alat Kesehatan
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15 Izin Operasional Rumah Sakit

16 Izin Operasional Klinik

17 Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

18 Izin Apotek

19 Izin Toko Obat

Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa

20 Penyakit

21 Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

22 Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

23 (Limbah B3) untuk Penghasil

24 Izin Pembuangan Air Limbah

25 Surat 1zin Penangkapan lkan (SIPI)

26 Surat 1zin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

27 Buku Kapal Perikanan

28 Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

29 Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun

30 Pengesahan Pertelaan

31 Sertifikat HMRS a/n Developer

32 Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli

33 Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
34 Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
35 Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

36 Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

37 Tanda Daftar Gudang

Sumber : Dokumen Subbag.Umum, Kepegawaian dan Aset DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020
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8. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Banda Aceh berdasarkan unggahan

pada website resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH

L) MRS
WTWLIT 1T § 600

Attign brusspin

Paraturan Wolkota Banda Aceh Namor 56 Tahun 20% tentan) Susunin, Kedudusan
Tugs, Fungyl, Kawenangan dan Tata Kerks Dines Penanaman Modat dan Pelaywwn
DR Sty Py,

Gambar 4.3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Banda Aceh
Sumber : Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020



9. Prestasi

2010
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Presiden RI

1 Piala Citra Pelayanan Prima

2012

Gubernur Aceh

Peringkat ke | atas Prestasi, Komitmen, Kontinuitas dan
2 Konsistensinya dalam Peningkatan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu di Daerah

Invesment Award Bagi Nominasi Penyelenggara
PTSP Bidang Penanaman Modal Kota Terbaik

2013

Walikata Banda Aceh

2014

Ombudsman

Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Nomor 25
5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

2016

Ombudsman
Peran Aktif mewsudkan pelayanan publik prima dengan Zona Hijau
E Kategari Kepatuhan Pemenuhan Standar Layanan Sektor Perizinan
sosuai UU Nomor Z5 Tahun 2008 tantang Polayanan Publik

2017

Markilus. Inc dan Ma'|alah Marketeers

Gubernur Aceh

q Aceh Invesment Award

2018

Kemenpan & RB

@ DPM-FTSP.

U 300N AGEH

Gambar 4.4 Prestasi DPMPTSP Kota Banda Aceh
Sumber : Website Resmi DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020



4.1.2. Hasil Pengumpulan Data

1. Karakteristik Responden
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Tabel 4.3 Daftar Nama Responden DPMPTSP Kota Banda Aceh

No. Nama NIP Gol/Ruang Jabatan
1. | Muchlish, S.H. 19630109 1993101 001 | "embinautama | o010 Dinas
Muda IV/c
Nella Vanessa, . .
2. S.STP, M.Si, 19790227 199711 2 001 Pembina IV/a Sekretaris
) Kabid.
3, | Cut Maisarah, 19710523 1996032 003 | PembinalV/a |  Penanaman
S.E, M.M.
Modal
Kasi.
Pengendalian
4, | Nurlsmi, SE, 19781018 200112 2002 | Pmbina lv/a | 98N Pengawasan
M.M. Pelaksanaan
Penanaman
Modal
5. | llyas, S.Pd. 1981004 200112 1 003 Pe”ﬁtl"’}gk" Staf
. Kasubbag.
6. | CutPutriEllyana, | 44751995 199803 2 012 PREEE Program dan
S.H. n/d
Pelaporan
Kabid.
Pelayanan
7. | Azhari, S.E. 19740419 199303 1 001 Pe“ﬁ‘ﬁgk" Pengaduan,
Informasi, dan
Pelaporan
Kasi.
: _ Pengolahan
g, | HerdianaHabibl, | 4795315900212 2 004 Penata Tkl | 102 “Pelaporan
S.E. n/d Ly
Perizinan, dan
Non Perizinan
Kasi. Promosi
Penata Tk.I dan
9. | Nursita, S.E. 19751212 200112 2 004 n/d ' Pengembangan
Penanaman
Modal
10. | Muliana, S.E. 19790905 199803 2 001 Pe“ﬁtfj;k" Staf
11. | Safrida, S.H. 19770114 200604 2 003 Pe“ﬁtl"’}gk" Staf
. Kasie. Pelayanan
12, | Bulang Sahputra, | 4750411 200604 1 004 Penata Tk | ) eormasi dan
S.Kom. 1/d
Pengaduan
Kasie. Pelayanan
13. | Barizi, S.KM. 19800618 200604 1 012 Pe“ﬁtl"’}gk" Perizinan dan
Non Perizinan |
14. | Muhajir, S.T. 19710129 199303 1 002 Penata Tk.I Kasubbag.
Ii/d Keuangan
15. | Rusydi, S.T. 19771222 199905 1 001 Penata Tk.I Kabid.
I/ Pelayanan
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Perizinan dan
Non Perizinan

16. | Erliyana, S.Kom. | 19770525 200604 2 005 Pe“ﬁtl"’}gk" Staf
17. | Rosfianda, AMd. | 19730112 199403 2 003 Penata I11/c Staf
18. | Rostina, S.E. 19740806 201001 2 001 Penata I11/c Staf
Kasubbag.
19. | Ananda, S.STP 19900110 201010 2 001 Penata I11/c Umum,
' e Kepegawaian,
dan Aset
. Kasi. Pelayanan
20, | T Taufik 19751217 200112 1 002 Penata Illic | Perizinan dan
Alamsyah, A.Md. -
Non Perizinan |
21. | Erliana, S.K.M. 19681019 199203 2 006 Penata I11/c Staf
L. Penata Muda
22. | Huriyati 19700817 198902 2 001 il & Staf
Ichdayanti, Penata Muda
23. | o) 19761031 199903 2 001 sl » Staf
24. | Iraniswati. S.Ip. 19840416 201003 2 001 Pe”altﬁ /';"“da Staf
25, g"g’da Shant, 19860216 200504 2 001 Pe”altﬁ /';"“da Staf
Chairina Devi Penata Muda
2. | Fangkuti, SE. 19810418 200701 2 001 13 Staf
27 §| Muhammad 19780818 200701 1 003 | Henata Muda Staf
Amin, S.E. 11/a
Desima Pengatur Tk.I
2. | fecrivanti 19820309 200504 2 001 q. Staf
29. | Harmazan 19660210 2006041002 | "9 g Staf
30. | Muliadi 19780527 200701 1002 | FeM9 49 Staf
31. | Erliansyah Putra 19800731 200701 1 003 Pe”g?ltfdr Tkl Staf
Tri Suci Pengatur Tk.I
32 | poriyenny 19840410 200801 2 007 G Staf
33. iam' AL 19860604 201001 1 002 Pengatur 11/c Staf
34. | Suci Rahmi 19850608 201001 2 001 Pengatur 11/c Staf
35. | Edo Rahmadhan 19850601 201001 1 002 Pengatur 1l/c Staf
Pengelola
3, | CutGaluh 1171017012850007 Non PNS Pengaduan
Vanessa, A.Md. ;
Publik
Pengelola Data
37. | Fitriani, S.E. 1171015412960001 Non PNS Pengembangan
Investasi
3g, | Lauhil Mahtudz, 1171080212930002 Non PNS Pengelola
S.T. Perizinan
Uswatun Pengelola
39. 1171015412960002 Non PNS Teknologi
Hasanah, S.T. .
Informasi
40, | Maulana Fitra, 1171041906850001 Non PNS Pengelola
S.H. Perizinan
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41, | Mera Andhani, 1106114502960001 Non PNS Pengelola
S.H. Perizinan
. Pengadministrasi
42. | Alvisyah, S.H. 1171012107890001 Non PNS Persuratan
a3, | Fardn Ziat, 1112040612910003 Non PNS Pranata Tata
S.I.Kom. Praja
Rahmad Pranata Tata
44, Ramadhan, S.E. 1171092003910001 Non PNS Praja
45, | Rahma Yanti, 1106075009910002 Non PNS Pengelola
A.Md. Perizinan
Pengelola
46, | Rahmad Putra 1171081307930002 Non PNS Teknologi
Julianda, A.Md. .
Informasi
47. | samsul Bahri 117101010780158 Non PNS Pranata
Kearsipan
. Pengelola
ag. | Ronny Cardi, 1171072711900002 Non PNS Sistem dan
S.Kom. .
Jaringan
49. | Regita Oktavia 1171096410980001 NonpNs | Pengadministrasi
Perizinan
50. | Syafrina Amira 1271106709960001 Non PNS Pe“%adm.'“'s”as'
erizinan
Pengolah Data
51. | Dewi lsra 1171016502980001 Non PNS Laporan dan
Pengaduan
Pengelola
Sistem Informasi
Manajemen
52. | Fadil 1lham 1106200703970001 Non PNS )
' Penanaman
Modal dan
Perizinan
Terpadu
53. | Fitrah Ajhari 1102092103940001 Non PNS Pengelola Data
. Utusan
54. | Dani Syahputra - NON PNS Pusat/Pengawas

Sumber : Dokumen Subbag.Umum, Kepegawaian dan Aset DPMPTSP Kota Banda Aceh, 2020

Pada penelitian ini peneliti mengambil responden sebanyak 54 orang

pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum pada tabel 4.3.

yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, status perkawinan,

pendidikan terakhir, pekerjaan, pangkat/golongan, dan pendapatan perbulan.

mengenai data responden sebagai berikut:

Untuk memperjelas karakteristik responden, maka akan disajikan pada tabel
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a. Karakteristik Jenis Kelamin

Tabel 4.4 Kelompok Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Valid Cumulative
Frequency Percent Percent Percent
Valid | Laki-Laki 25 46,3 46,3 46,3
Perempuan 29 53,7 53,7 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat dari 54 responden di DPMPTSP Kota Banda
Aceh, sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 29 orang atau
53,7% dan sisanya adalah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25
orang atau 46,3%. Hal ini berarti jumlah responden yang paling banyak dalam
penelitian ini adalah responden yang berjenis kelamin perempuan sedangkan
responden berjenis laki-laki paling sedikit. Perbandingan responden
berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 4.4 berikut
ini.

Diagram 4.4 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

m |aki-laki

B perempuan
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b. Karakteristik Usia

Tabel 4.5 Kelompok Responden Berdasarkan Usia

Usia
Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent

Valid | 22-27 Tahun 10 18,5 18,5 18,5

28-33 Tahun 7 13,0 13,0 31,5

34-39 Tahun 11 20,3 20,3 51,8

40-45 Tahun 16 29,6 29,6 81,4

46-51 Tahun 7 13,0 13,0 94,4

> 52 Tahun 3 5,6 5,6 100,0

Ke- atas

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 terlihat karakteristik usia responden di DPMPTSP
Kota Banda Aceh diklasifikasi dalam 6 kelompok usia. Kelompok (1) dengan
interval usia dari 22 s/d 27 tahun sebanyak 10 orang atau 18,5%. Kelompok (2)
dengan interval usia dari 28 s/d 33 tahun sebanyak 7 orang atau 13%. Kelompok
(3) dengan interval usia dari 34 s/d 39 tahun sebanyak 11 orang atau 20,3%.
Kelompok (4) dengan interval usia dari 40 s/d 45 sebanyak 16 orang atau
29,6%. Kelompok (5) dengan interval usia dari 46 s/d 51 tahun sebanyak 7
orang atau 13%. Terakhir, kelompok (6) dengan interval usia >52 tahun ke-atas
sebanyak 3 orang atau 5,6%. Dapat disimpulkan, jumlah responden terbanyak
di DPMPTSP Kota Banda Aceh berada pada kelompok usia (4) yang menguasai
29,6% dari total responden. sedangkan jumlah responden paling sedikit berada
pada kelompok usia (6). Kelompok usia (2) dan (5) memiliki hasil persen yang
sama yaitu 13%. Perbandingan responden berdasarkan karakteristik usia dapat

dilihat pada diagram 4.5 berikut ini.
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Diagram 4.5 Persentase Responden Berdasarkan Usia

Usia
4 22-27 Tahun

H 28-33 Tahun
34-39 Tahun

i 40-45 Tahun

H 46-51 Tahun

H >52 Tahun Ke Atas

c. Karakteristik Status Perkawinan

Tabel 4.6 Kelompok Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan
Frequency| Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid | Belum Menikah 7 13,0 13,0 13,0
Sudah Menikah 45 83,3 83,3 96,3
Janda/Duda 2 3,7 3,7 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat karakteristik status perkawinan responden di
DPMPTSP Kota Banda Aceh diklasifikasi dalam 3 kelompok. Kelompok (1)
dengan anggota responden yang belum menikah sebanyak 7 orang atau 13%.
Kelompok (2) dengan anggota responden berstatus sudah menikah sebanyak 45
orang atau 83,3% . Terakhir kelompok (3) dengan anggota responden berstatus
janda atau duda sebanyak 2 orang atau 3,7%. Dapat disimpulkan, jumlah
responden terbanyak berdasarkan karakteristik status perkawinan di DPMPTSP

Kota Banda Aceh berada pada kelompok (2) yang mencapai 83,3% dari total
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responden. Sedangkan yang paling sedikit berada pada kelompok (2) yang
hanya 3,7% dari total responden. Perbandingan responden berdasarkan
karakteristik status perkawinan dapat dilihat pada diagram 4.6. berikut.

Diagram 4.6 Persentase Responden Berdasarkan Status Perkawinan

Status Perkawinan

® Belum
_ Menikah
\
¥t Sudah
Menikah
m Janda/Duda

\ 13% 3,7%

oo

d. Karakteristik Pendidikan Terakhir

Tabel 4.7 Kelompok Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir
Frequency Percent | Valid Percent Cl|JDmuIat|ve
ercent

Valid |SLTA 11 20,3 20,3 20,3

D-11l 6 11,1 11,1 31,4

S-1 34 63,0 63,0 94,4

S-2 3 5,6 5,6 100,0

S-3 0 0,0 0,0 100,0

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa 63% responden di
DPMPTSP Kota Banda Aceh didominasi oleh lulusan S-1 yaitu sebanyak 34
orang. Kemudian di posisi kedua diikuti oleh responden dengan pendidikan
terakhir SLTA sebanyak 11 orang atau 20,3%. Posisi ketiga ada responden

dengan pendidikan terakhir D-111 sebanyak 6 orang atau 11,1%. Posisi keempat
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datang dari responden dengan pendidikan terakhir S-2 sebanyak 3 orang atau
5,6%. Dari seluruh responden di DPMPTSP Kota Banda Aceh belum ada yang
merupakan lulusan S-111. Perbandingan responden berdasarkan karakteristik

pendidikan terakhir dapat dilihat pada diagram 4.7 berikut.

Diagram 4.7 Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

E SLTA

B D-1l|
Sl
I14S-2

e. Karakteristik Pekerjaan

Tabel 4.8 Kelompok Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan
Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid | PNS 35 64,8 64,8 315
Non PNS/Kontrak 19 35,2 35,2 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat bahwa pekerjaan para responden di
DPMPTSP Kota Banda Aceh dikelompokkan menjadi 2 jenis pekerjaan.
Kelompok pekerjaan PNS menduduki posisi pertama sebagai pekerjaan yang
mendominasi DPMPTSP Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 35 orang pegawai

atau 64,8% dari total responden. Hasil ini sesuai dengan data pegawai berstatus
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PNS DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2020 yang juga berjumlah 54 orang.
Sedangkan sebanyak 19 orang atau 35,2% dari total responden menjawab Non-
PNS/Tenaga Kontrak sebagai pekerjaan. Hasil ini juga sesuai dengan data
jumlah pegawai berstatus Non-PNS tahun 2020 di DPMPTSP Kota Banda Aceh
yang juga sebanyak 19 orang. Perbandingan responden berdasarkan
karakteristik pekerjaan dapat dilihat pada diagram 4.8 berikut ini.

Diagram 4.8 Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan
B PNS

Non PNS/Tenaga
Kontrak

35,2%

f. Karakteristik Pangkat/Golongan

Tabel 4.9 Kelompok Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan
Frequency | Percent Valid Cumulative
Percent Percent
Valid 1/b 3 5,6 5,6 5,6
I/d 5 9,2 9,2 14,8
I1/a 4 7,4 7,4 22,2
11/b 3 5,6 5,6 27,8
Il/c 4 7,4 7,4 35,2
Ii/d 12 22,2 22,2 57,4
IV/a 3 5,6 5,6 63,0
IV/c 1 1,9 1,9 64,9
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Non
19 35,1 35,1 100,0
Pangkat/Golongan
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kota Banda
Aceh paling banyak memiliki pegawai yang tidak memiliki pangkat/golongan
(Non-PNS) yaitu 35,1% dari total responden atau sebanyak 19 orang. Kemudian
di posisi ke dua diikuti oleh pegawai yang memiliki pangkat/golongan 111/d
yaitu sebanyak 12 orang atau 22,2%. Di posisi ke tiga, pegawai yang memiliki
pangkat/golongan 11/d ada sebanyak 5 orang atau 9,2%. Di posisi ke empat,
pegawai yang memiliki pangkat/golongan Ill/a dan Ill/c masing-masing
berjumlah 4 orang atau 7,4%. Di posisi ke lima, pangkat/golongan I1/b, 111/b,
dan 1V/a memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 3 orang atau 5,6%
orang. Dan di posisi terakhir atau keenam, pangkat/golongan IV/c hanya
dimiliki olen 1 orang atau 1,9%. Perbandingan responden berdasarkan

karakteristik pangkat/golongan dapat dilihat pada diagram 4.9. berikut ini.

Diagram 4.9 Persentase Responden Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan

.
2

20

10 Y 5/6% K 4 N 5,6% | 4
= = = Vo

Non

/b I/d IYE /b ll/c I/d IV/a IV/c Pangkat/
Golongan
Frekuensi 3 5 4 3 4 12 3 1 19

u% 5,6 9,2 7,4 5,6 7,4 22,2 5,6 1,9 351
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g. Karakteristik Pendapatan Perbulan

Tabel 4.10 Kelompok Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan

Frequency| Percent Valid Cumulative
Percent Percent
< 2.499.999 0 0,00 0,00 0,00
2.500.000-2.999.999 26 48,2 48,2 48,2
Valid | 3.000.000-3.499.999 14 25,9 25,9 74,1
> 3.500.000 14 25,9 25,9 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat responden di DPMPTSP Kota Banda Aceh
diklasifikasi dalam empat kelompok pendapatan perbulan dengan jumlah
responden terbanyak berada di kelompok (2) atau berpendapatan perbulannya
Rp2.500.000 s/d Rp2.999.999 yaitu sebanyak 26 orang atau 48,2% dari total
responden. Selanjutnya di posisi ke dua ada sebanyak 14 orang atau 25,9% yang
memiliki pendapatan perbulannya Rp 3.000.000 s/d Rp3.499.999 dan >
Rp3.500.000. Sedangkan tidak ada satupun responden yang pendapatan
perbulannya < Rp2.499.999. Perbandingan responden berdasarkan karakteristik

pendapatan perbulan dapat dilihat pada diagram 4.10 berikut ini.
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Diagram 4.10 Persentase Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Pendapatan Perbulan

m Kurang dari 2.499.999

m 2.500.000-2.999.999

m3.000.000-3.499.999
>3.500.000

2. Tanggapan Responden dan Uji Skala Likert Perizinan Online Single
Submission (X) dan Produktivitas Kerja Pegawai (YY)

a. Tanggapan Responden Terhadap Perizinan Online Single Submission
(OSS)

Karakteristik perizinan OSS (X) pada penelitian ini dibagi dalam delapan
pernyataan yang memuat indikator efektif, terpadu, kesinambungan, efisien,
akuntabel, interoperabilitas, aman, dan transparan. Pernyataan pada perizinan
OSS (X) dibagi menjadi empat pernyataan favorable (positif) dan empat
pernyataan unfavorable (negative).

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan pada 54 orang pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh pada tanggal 13 Juli 2020, maka peneliti dapat
melakukan analisis mengenai hubungan perizinan OSS dengan produktivitas
kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh dengan hasil yang termuat pada

tabel 4.11 berikut ini.



77

Tabel 4.11 Tanggapan Responden Terhadap Perizinan OSS (X)

No. Perizinan OSS STS TS KS S SS

X F % F % F % F % F %
1. Al 1 19 1] 1 1,9 6 | 11,1 | 24| 44,4 | 22 | 40,7
2. A2 3 156 120]370]16]296]|15]278] 0O 0,0
3. A3. 1 191 1 1,8 1 19 | 35] 648 | 16 | 29,6
4, A4, 16 | 296211389 9 ]|]167] 8 | 148 ] O 0,0
5. A.b. 1 191] 1 1,9 3 55 | 35| 64,8 | 14 | 25,9
6. A.6. 8 148211389 |12]222]|13]|241] 0 0,0
7. AT. 3]1561]0 0,0 6 | 11,1 | 27 ] 50,0 | 18 | 33,3
8 A.8. 231426141259 ) 6 | 111 ] 9 | 16,7 | 2 3,7

Data diolah dengan Excel dan SPSS versi 22 tahun 2020

Tabel 4.11 menunjukkan data dari hasil jawaban responden terhadap
variabel perizinan OSS (X) dengan kuesioner yang diarahkan pada pernyataan
yang merujuk pada indikator efektif, terpadu, kesinambungan, efisien,
akuntabel, interoperabilitas, aman, dan transparan. Jawaban tertinggi responden
terdapat pada kategori jawaban setuju (S) yaitu sebesar 20,75% dengan hasil
penjumlahan (24 + 15+ 35+ 8 + 35 + 13 + 27 + 9 = 166 + 8 = 20,75%), di
posisi kedua terdapat pada kategori jawaban tidak setuju (TS) yaitu sebesar
9,87% dengan hasil penjumlahan (1+20+1+21+1+21+0+14=79+8=
9,87%), di posisi ketiga terdapat pada kategori jawaban sangat setuju (SS) yaitu
sebesar 9% dengan hasil penjumlahan (22+0+16+0+14+0+ 18+2 =72
+ 8 =9%), di posisi keempat terdapat pada kategori jawaban kurang setuju (KS)
yaitu sebesar 7,37% dengan hasil penjumlahan (6 + 16 +1+9+3+12+6+6
=59 +8=17,37%), dan jawaban terendah terdapat pada kategori jawaban sangat
tidak setuju (STS) yaitu sebesar 7% dengan hasil penjumlahan (1 + 3 + 1 + 16
+1+8+3+23=56+8=7%)

Dari tabel 4.11 dapat dijelaskan pendapat responden pada setiap item

pernyataan terhadap variabel perizinan OSS (X) sebagai berikut :



78

1) Pernyataan pada item A.1 yaitu “Dengan sistem OSS pelayanan perizinan
efektif ”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 1 orang (1,9%), (TS)
sebanyak 1 orang (1,9%), (KS) sebanyak 6 orang (11,1%), (S) sebanyak 24
orang (44,4%), dan (SS) sebanyak 22 orang (40,7%). Kategori setuju (S)
adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh setuju pada pernyataan “Dengan
sistem OSS pelayanan perizinan efektif ”. Penjelasan lebih lanjut dapat
dilihat pada tabel 4.12 dan diagram 4.12 berikut ini.

Tabel 4.12 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.1.

Al
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative
Percent
Valid [STS 1 T 5 -
TS 1 19 19 T
KS 6 11,1 11,1 14.9
S 24 44.4 44.4 59.3
SS 22 40,7 40,7 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.12 Persentase Tanggapan Responden

Terhadap Pernyataan A.1
0 A.l
44,4%
e
40
30
24 22
20
6
B ﬂa“ !
STS TS KS S SS
Frekuensi 1 1 6 24 22
m% 1,9 19 11,1 44,4 40,7
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2) Pernyataan pada item A.2 yaitu “Sistem perizinan OSS DPMPTSP Kota
Banda Aceh tidak terpadu dengan lembaga terkait lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 3 orang
(5,6%), (TS) sebanyak 20 orang (37%), (KS) sebanyak 16 orang (29,6%),
(S) sebanyak 15 orang (27,8%), dan (SS) sebanyak 0 orang (0%). Kategori
tidak setuju (TS) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak setuju
“Sistem perizinan OSS DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak terpadu dengan
lembaga terkait lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh”. Penjelasan

lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.13 dan diagram 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.2

A2
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
valid |S 15 27,8 27,8 278
KS 16 29,6 29,6 574
TS 20 37,0 37,0 944
STS 3 5,6 5,6 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.13 Persentase Tanggapan Responden
Terhadap Pernyataan A.2

0 A2

30

20
20 15 16
/Bl 0,0%
. S
SS S KS TS STS
Frekuensi 0 15 16 20 3

% 0,0 27,8 29,6 37,0 5,6
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3) Pernyataan pada item A.3 yaitu “DPMPTSP Kota Banda Aceh menjaga
kesinambungan proses perizinan dengan sistem OSS”, responden yang
menjawab (STS) sebanyakl orang (1,9%), (TS) sebanyak 1 orang (1,8%),
(KS) sebanyak 1 orang (1,9%), (S) sebanyak 35 orang (64,8%), dan (SS)
sebanyak 16 orang (29,6%). Kategori setuju (S) adalah jawaban paling
banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai setuju
“DPMPTSP Kota Banda Aceh menjaga kesinambungan proses perizinan
dengan sistem OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.14
dan diagram 4.14 berikut ini.

Tabel 4.14 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.3

A3
Frequency Percent | Valid Percent Cumulative
Percent

Valid |STS 1 1,9 1,9 1,9

TS 1 1,8 1,8 3,7

KS 1 1,9 1,9 9,6

S 35 64,8 64,8 70,4

SS 16 29,6 29,6 100,0

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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Diagram 4.14 Persentase Tanggapan Responden
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4) Pernyataan pada item A.4 yaitu “Sistem OSS tidak efisien dalam pelayanan
perizinan”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 16 orang (29,6%),
(TS) sebanyak 21 orang (38,9%), (KS) sebanyak 9 orang (16,7%), (S)
sebanyak 8 orang (14,8%), dan (SS) sebanyak 0 orang (0%). Kategori tidak
setuju (TS) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP tidak setuju pada pernyataan
“Sistem OSS tidak efisien dalam pelayanan perizinan”. Penjelasan lebih

lanjut dapat dilihat pada tabel 4.15 dan diagram 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.4

A4
Frequency | Percent | Valid Percent Cl;)mulanve
ercent

Valid |S 8 14,8 14,8 14.8

KS 9 16,7 16,7 315

1S 21 38,9 38,9 70.4

STS 16 29,6 29,6 100,0

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.15 Persentase Tanggapan Responden
Terhadap Pernyataan A.4

A.4 38,9%
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Pernyataan pada item A.5 yaitu “Perizinan OSS akuntabel dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku” responden yang menjawab
(STS) sebanyak 1 orang (1,9%), (TS) sebanyak 1 orang (1,9%), (KS)
sebanyak 3 orang (5,5%), (S) sebanyak 35 orang (64,8%), dan (SS)
sebanyak 14 orang (25,9%). Kategori setuju (S) adalah jawaban paling
banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP
setuju “Perizinan OSS akuntabel dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.16 dan
diagram 4.16 berikut ini

Tabel 4.16 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.5

A5

Cumulative

Frequency

Percent

Valid Percent

Percent

Valid

STS

1

1,9

1,9

1,9

TS

1

1,9

1,9

3,8

KS

3

5,5

5,9

9,3

S

35

64,8

64,8

74,1

SS

14

25,9

25,9

100,0

Total

54

100,0

100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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Pernyataan pada item A.6 yaitu “Proses pelayanan dengan sistem OSS tidak
memiliki interoperabilitas”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 8
orang (14,8%), (TS) sebanyak 21 orang (38,9%), (KS) sebanyak 12 orang
(22,2%), (S) sebanyak 13 orang (24,1%), dan (SS) sebanyak 0 orang (0%).
Kategori tidak setuju (TS) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP tidak setuju “Proses
pelayanan dengan sistem OSS tidak memiliki interoperabilitas”.
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.17 dan diagram 4.17
berikut ini.

Tabel 4.17 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.6

A.6

Cumulative

Frequency Percent | Valid Percent Percent

Valid

S 13 24,1 24,1 24,1
KS 12 22,2 22,2 46,3
TS 21 38,9 38,9 85,2
STS 8 14,8 14,8 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data dio

40

30

20

10

lah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.17 Persentase Tanggapan Responden
Terhadap Pernyataan A.6
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7) Pernyataan pada item A.7 yaitu ““ Data pelaku usaha aman dengan sistem
0SS”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 3 orang (5,6%), (TS)
sebanyak 0 orang (0%), (KS) sebanyak 6 orang (11,1%), (S) sebanyak 27
orang (50%), dan (SS) sebanyak 18 orang (33,3%). Kategori setuju (S)
adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh setuju “Data pelaku usaha aman
dengan sistem OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.18

dan diagram 4.18 berikut ini.

Tabel 4.18 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.7

A7
Frequency | Percent | Valid Percent Cumulative
Percent
Valid |STS 3 5.6 56 56
KS 6 11,1 11,1 16.7
S 27 50,0 50,0 667
SS 18 33,3 33,3 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.18 Persentase Tanggapan Responden
Terhadap Pernyataan A.7
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8) Pernyataan pada item A.8 yaitu “Informasi perizinan sistem OSS tidak
transparan bagi pelaku usaha”, responden yang menjawab (STS) sebanyak
23 orang (42,6%), (TS) sebanyak 14 orang (25,9%), (KS) sebanyak 6 orang
(11,1%), (S) sebanyak 9 orang (16,7%), dan (SS) sebanyak 2 orang (3,7%).
Kategori sangat tidak setuju (STS) adalah jawaban paling banyak dipilih,
sehingga dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP Kota Banda Aceh sangat
tidak setuju “Informasi perizinan sistem OSS tidak transparan bagi pelaku
usaha”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.19 dan diagram

4.19 berikut ini.

Tabel 4.19 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan A.8

A.8
Frequency Percent Valid Percent CLIJDmuIatwe
ercent
Valid |SS 2 3,7 3,7 3,7
S 9 16,7 16,7 20,4
KS 6 11,1 11,1 31,5
TS 14 25,9 25,9 57,4
STS 23 42,6 42,6 100,0
Total 54 100,0 100,0
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
Diagram 4.19 Persentase Tanggapan Responden
Terhadap Pernyataan A.8
A.8
50
40
20 14
0
ss S KS TS STS
M Frekuensi 2 9 6 14 23

% 3,7 16,7 11,1 25,9 42,6
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b. Tanggapan Responden Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai (YY)

Karakteristik produktivitas kerja pegawai (Y) pada penelitian ini dibagi
dalam delapan pernyataan yang memuat indikator kemampuan, hasil yang
dicapai, semangat kerja, perilaku, pengembangan diri, mutu, perbandingan
hasil, dan kualitas kerja. Pernyataan pada produktivitas kerja pegawai ()
dibagi menjadi empat pernyataan favorable (positif) dan empat pernyataan
unfavorable (negatif).

Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan pada 54 orang pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh, maka berikut analisis terkait produktivitas kerja

pegawai (YY) yang termuat pada tabel 4.20 berikut ini.

Tabel 4.20 Tanggapan Responden Terhadap
Produktivitas Kerja Pegawai (YY)

No. [ Produktivitas STS TS KS s ss
Kerja Pegawai
Y Flw [F] % [FT % [F]T % [F[ %

1. B.1 2 [ 371237356 [32]592]15]27.8
2, B.2. 2 371196 1113157414259
3. B.3. 1 1959255 92529537 ]14]259
4, B.4. 119119 2]37 [33]611]17]314
5, B.5. 16 (2962138914259 356 0] 00
6. B.6. 19 3522138912222 2370 00
7. B.7. 15 [278] 2138815278237 1] 19
8 B.S. 18 33323426 7 13059211 19

Data diolah dengan Excel dan SPSSversi 22 tahun 2020

Tabel 4.20 menunjukkan data dari hasil jawaban responden terhadap
variabel produktivitas kerja pegawai (Y) dengan kuesioner yang diarahkan pada
pernyataan yang merujuk pada indikator kemampuan, hasil yang dicapai,
semangat kerja, perilaku, pengembangan diri, mutu, perbandingan hasil, dan
kualitas kerja. Jawaban tertinggi responden terdapat pada kategori jawaban

setuju (S) yaitu sebesar 17,1% dengan hasil penjumlahan (32 + 31 + 29 + 33 +
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3+2+2+5=137+8=17,1%), di posisi kedua terdapat pada kategori jawaban
tidak setuju (TS) yaitu sebesar 11,8% dengan hasil penjumlahan (2 +1+5+ 1
+21+21+21+23=95+8=118%), di posisi ketiga terdapat pada kategori
jawaban sangat tidak setuju (STS) yaitu sebesar 9,25% dengan hasil
penjumlahan (2 +2+1+1+16 +19 + 15+ 18 =74 + 8 = 9,25%), di posisi
keempat terdapat pada kategori jawaban kurang setuju (KS) yaitu sebesar 8%
dengan hasil penjumlahan (3+6 +5+ 2+ 14 + 12 + 15 + 7 = 64 + 8 = 8%),
dan jawaban terendah terdapat pada kategori jawaban sangat setuju (SS) yaitu
sebesar 7,75% dengan hasil penjumlahan (15+14 +14+17+0+0+1+ 1=
62 + 8 =7,75%)

Dari tabel 4.20 dapat dijelaskan pendapat responden pada setiap item

pernyataan terhadap variabel produktivitas kerja pegawai (Y) sebagai berikut :

1) Pernyataan pada item B.1 yaitu “Dengan sistem OSS pegawai memiliki
kemampuan dalam pelayanan perizinan”, responden yang menjawab
(STS) sebanyak 2 orang (3,7%), (TS) sebanyak 2 orang (3,7%), (KS)
sebanyak 3 orang (5,6%), (S) sebanyak 32 orang (59,2%), dan (SS)
sebanyak 15 orang (27,8%). Kategori setuju (S) adalah jawaban paling
banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP
Kota Banda Aceh setuju pada pernyataan “Dengan sistem OSS pegawai
memiliki kemampuan dalam pelayanan perizinan . Penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel 4.21 dan diagram 4.21 berikut ini.



Tabel 4.21 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.1
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B.1
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative
Percent

Valid [STS 5 37 X o

TS 2 3,7 3,7 72

= s 2.0 56 13,0

S 32 59,2 59,2 722

= = 27,8 27,8 100,0

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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2) Pernyataan pada item B.2 yaitu “Pelayanan menggunakan sistem OSS hasil

yang dicapai tinggi ”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 2 orang

(3,7%), (TS) sebanyak 1 orang (1,9%), (KS) sebanyak 6 orang (11,1%), (S)

sebanyak 31 orang (57,4%), dan (SS) sebanyak 14 orang (25,9%). Kategori

setuju (S) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh setuju pada

pernyataan ‘‘Pelayanan menggunakan sistem OSS hasil yang dicapai

tinggi ”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.22 dan diagram

4.22 berikut ini.



Tabel 4.22 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.2
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B.2
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative
Percent
Valid [STS > 37 3= =
TS 1 1,9 1’9 5,6
KS 6 11,1 11,1 167
> 31 57,4 57,4 74,1
= 14 25,9 25,9 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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3) Pernyataan pada item B.3 yaitu “Semangat kerja pegawai bertambah

setelah menggunakan sistem OSS”, responden yang menjawab (STS)

sebanyak 1 orang (1,9%), (TS) sebanyak 5 orang (9,25%), (KS) sebanyak 5

orang (9,25%), (S) sebanyak 29 orang (53,7%), dan (SS) sebanyak 14 orang

(25,9%). Kategori setuju (S) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga

dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh setuju pada

pernyataan “Semangat kerja pegawai bertambah setelah menggunakan

sistem OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.23 dan

diagram 4.23 berikut ini.



Tabel 4.23 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.3
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B3
Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative
Percent
Valid [STS 1 T s -

TS 5 9,25 9,25 11,15

KS 5 9,25 9,25 204

S 29 53,7 53,7 1

= - 25,9 25,9 100,0

Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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4) Pernyataan pada item B.4 yaitu “Pegawai memiliki perilaku peduli dalam

melayani pelaku usaha yang terkendala dengan sistem OSS”, responden

yang menjawab (STS) sebanyak 1 orang (1,9%), (TS) sebanyak 1 orang

(1,9%), (KS) sebanyak 2 orang (3,7%), (S) sebanyak 33 orang (61,1%), dan

(SS) sebanyak 17 orang (31,4%). Kategori setuju (S) adalah jawaban paling

banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP

Kota Banda Aceh setuju pada pernyataan “Pegawai memiliki perilaku

peduli dalam melayani pelaku usaha yang terkendala dengan sistem OSS”.
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Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.24 dan diagram 4.24

berikut ini.

Tabel 4.24 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.4

B.4
Frequency | Percent | Valid Percent lebmulatlve
ercent
Valid |STS 1 T s e
TS 1 19 19 35
= 2 37 37 75
S 33 61,1 61,1 53,6
S 17 31,4 31,4 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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5) Pernyataan pada item B.5 yaitu “Pegawai tidak melakukan pengembangan

diri untuk meningkatkan kemampuan menggunakan OSS”, responden yang

menjawab (STS) sebanyak 16 orang (29,6%), (TS) sebanyak 21 orang

(38,9%), (KS) sebanyak 14 orang (25,9%), (S) sebanyak 3 orang (5,6%),

dan (SS) sebanyak 0 orang (0%). Kategori tidak setuju (TS) adalah jawaban

paling banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai

DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak setuju pada pernyataan yaitu “Pegawai
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tidak melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan

menggunakan OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.25

dan diagram 4.25 berikut ini.

Tabel 4.25 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.5

B5
Frequency | Percent | Valid Percent Clémulatlve
ercent
Valid [S 3 56 =5 o
KS 14 259 25,9 315
S 21 38,9 38,9 704
STS 16 29,6 29,6 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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6) Pernyataan pada item B.6 yaitu “Mutu kinerja pegawai tidak baik setelah

beralih ke sistem OSS”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 19

orang (35,2%), (TS) sebanyak 21 orang (38,9%), (KS) sebanyak 12 orang

(22,2%), (S) sebanyak 2 orang (3,7%), dan (SS) sebanyak 0 orang (0%).

Kategori tidak setuju (TS) adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga

dapat disimpulkan bahwa pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak
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setuju pada pernyataan yaitu “Mutu kinerja pegawai tidak baik setelah
beralih ke sistem OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.26

dan diagram 4.26 berikut ini.

Tabel 4.26 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.6

B.6
Frequency Percent | Valid Percent Cl:DmuIatlve
ercent
Valid |S 2 3,7 3,7 3,7
KS 12 22,2 22,2 25,9
TS 21 38,9 38,9 64,8
STS 19 35,2 35,2 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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7) Pernyataan pada item B.7 yaitu “Perbandingan hasil yang dicapai saat

manual tidak meningkat dibandingkan dengan sistem OSS”, responden
yang menjawab (STS) sebanyak 15 orang (27,8%), (TS) sebanyak 21 orang
(38,8%), (KS) sebanyak 15 orang (27,8%), (S) sebanyak 2 orang (3,7%),
dan (SS) sebanyak 1 orang (1,9%). Kategori tidak setuju (TS) adalah

jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai
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DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak setuju pada pernyataan “Perbandingan
hasil yang dicapai saat manual tidak meningkat dibandingkan dengan
sistem OSS”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 4.27 dan

diagram 4.27 berikut ini.

Tabel 4.27 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.7

B.7
Frequency | Percent | Valid Percent Clémulatlve
ercent
Valid [SS 1 T TS o
> 2 3,7 37 T
KS 15 278 278 334
1S 21 38,8 38,8 722
STS 15 27,8 27,8 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Diagram 4.27 Persentase Tanggapan Responden
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8) Pernyataan pada item B.8 yaitu “Kualitas kerja pegawai setelah beralih ke

sistem OSS tidak mencapai tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Banda
Aceh”, responden yang menjawab (STS) sebanyak 18 orang (33,3%), (TS)
sebanyak 23 orang (42,6%), (KS) sebanyak 7 orang (13%), (S) sebanyak 5

orang (9,2%), dan (SS) sebanyak 1 orang (1,9%). Kategori tidak setuju (TS)
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adalah jawaban paling banyak dipilih, sehingga dapat disimpulkan bahwa
pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak setuju pada pernyataan
“Kualitas kerja pegawai setelah beralih ke sistem OSS tidak mencapai
tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh ”. Penjelasan lebih lanjut

dapat dilihat pada tabel 4.28 dan diagram 4.28 berikut ini.

Tabel 4.28 Tanggapan Responden Terhadap Pernyataan B.8

B.8
Frequency | Percent | Valid Percent Cl;)mulanve
ercent
Valid |SS 1 1,9 1.9 19
2 > 9,2 92 11,1
KS 7 13,0 13,0 241
TS 23 42.6 42.6 66,7
STS 18 33,3 33,3 100,0
Total 54 100,0 100,0

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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4.1.3 Hasil Pengolahan Data

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas
Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan korelasi
Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dalam program SPSS versi 22. Uji
validitas berpedoman pada r tabel dan r hitung, untuk nilai r tabel dapat
diketahui dengan berpedoman pada nilai degree of freedom (df) dimana df = N-
2. Taraf signifikasi yang digunakan adalah uji dua sisi 5% (0,05). Pengambilan
keputusan pada uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan
memperhatikan hal berikut ini :
1) Jika nilai rnitung lebih besar dari riaper (rhitung > Ttabe), Maka setiap item
pernyataan dinyatakan bernilai positif atau valid;
2) Jika nilai rniwng lebih kecil dari reaber (rhitung < riavel), Maka setiap item
pernyataan dinyatakan bernilai negatif atau tidak valid;
3) Taraf signifikansi untuk uji dua sisi 5%(0,05) pada df = 54-2 = 52 adalah
0,2681, nilai ini merupakan nilai raper:
4) Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (sig < 0,05), maka setiap item
pernyataan dinyatakan valid; dan
5) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig > 0,05), maka setiap item

pernyataan dinyatakan tidak valid.

Berikut hasil uji validitas untuk setiap item pertanyaan pada variabel

perizinan OSS (X).



Tabel 4.29 Uji Validitas Variabel Perizinan OSS (X)
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No.
Iltem

Item Pertanyaan

Pearson
Correlation

(rhitung)

Sig.

I'tabel

Ket.

Al

Dengan sistem OSS
pelayanan  perizinan
efektif

0,862

0,000

0,2681

Valid

A2

Sistem perizinan OSS
DPMPTSP Kota
Banda Aceh tidak
terpadu dengan
lembaga terkait di
lingkungan Pemerintah
Kota Banda Aceh

0,447

0,001

0,2681

Valid

A3

DPMPTSP Kota
Banda Aceh menjaga
kesinambungan
proses perizinan
dengan OSS

0,677

0,000

0,2681

Valid

A4

Sistem OSS tidak
efisien dalam
pelayanan perizinan

0,710

0,000

0,2681

Valid

A5

Perizinan 0SS
akuntabel dengan
peraturan perundang-
undangan yang berlaku

0,740

0,000

0,2681

Valid

A.6

Proses pelayanan
dengan sistem OSS
tidak memiliki
interoperabilitas

0,573

0,000

0,2681

Valid

A7

Data pelaku usaha
aman dengan sistem
0SS

0,654

0,000

0,2681

Valid

A8

Informasi  perizinan
sistem 0SS
transparan bagi
pelaku usaha

0,844

0,000

0,2681

Valid

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.29 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan

pada variabel perizinan OSS (X) dinyatakan valid karena nilai rhiung yang

dihasilkan setiap item pernyataan lebih besar dari rwper (> 0,2681) dan nilai

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (< 0,05). Pernyataan A.1 yang memuat
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indikator efektif memiliki nilai tertinggi sebesar 0,862, sedangkan pernyataan

A.2 yang memuat indikator terpadu memiliki nilai terendah sebesar 0,447.

Tabel 4.30 Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja Pegawai (Y)

No.
Item

Item Pertanyaan

Pearson
Correlation

(I‘hitung)

Sig.

I'tabel

Ket.

B.1

Dengan sistem OSS
pegawai memiliki
kemampuan  dalam
pelayanan perizinan

0,783

0,000

0,2681

Valid

B.2

Pelayanan
menggunakan  sistem
OSS DPMPTSP hasil
yang dicapai tinggi
dibandingkan
pelayanan manual

0,796

0,000

0,2681

Valid

B.3

Semangat kerja
pegawai  bertambah
setelah menggunakan
sistem OSS

0,859

0,000

0,2681

Valid

B.4

Pegawai memiliki
perilaku peduli dalam
melayani pelaku usaha
yang terkendala
dengan sistem OSS

0,718

0,000

0,2681

Valid

B.5

Pegawai tidak
melakukan
pengembangan  diri
untuk  meningkatkan
kemampuan
menggunakan OSS

0,752

0,000

0,2681

Valid

B.6

Mutu kerja pegawai
tidak  baik setelah
beralih ke sistem OSS

0,764

0,000

0,2681

Valid

B.7

Perbandingan hasil
yang dicapai saat
manual tidak
meningkatkan
dibandingkan dengan
sistem OSS

0,615

0,000

0,2681

Valid

B.8

Kualitas kerja
pegawai setelah
beralih ke sistem OSS
tidak mencapai tujuan

0,805

0,000

0,2681

Valid
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dan sasaran DPMPTSP
Kota Banda Aceh
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.30 dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan
pada variabel produktivitas kerja pegawai (Y) dinyatakan valid karena nilai
Ihitung Yang dihasilkan setiap item pernyataan lebih besar dari rwape (> 0,2681)
dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (< 0,05). Pernyataan B.3 yang
memuat indikator semangat kerja memiliki nilai tertinggi sebesar 0,859,
sedangkan pernyataan B.7 yang memuat indikator perbandingan hasil

memiliki nilai terendah sebesar 0,615.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dihitung dengan Realibility Statistic
pada program SPSS versi 22 untuk mengetahui nilai dari Chronbach’s Alpha.
Tinggi rendahnya realibilitas ditunjukkan dengan nilai koefisien Chronbach’s
Alpha dimana jika nilai Chronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (raipha> 0,60),
maka kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten. Sedangkan nilai
Chronbach’s Alpha yang lebih kecil dari 0,60 (rapna < 0,60), maka kuesioner
dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Berikut hasil uji reliabilitas variabel perizinan OSS (X) dan produktivitas

kerja pegawai (Y).



Tabel 4.31 Uji Realibilitas Variabel X dan Y
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No. Variabel lalpha Ket.
Perizinan Online Single .
1 Submission (OSS) 0,835 Reliabel
5 Produktivitas kerja 0,896 Reliabel

pegawai

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Tabel 4.32 Nilai Chronbach’s Alpha Variabel Perizinan OSS (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,835

8

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Tabel 4.33 Nilai Chronbach’s Alpha \ariabel

Produktivitas Kerja Pegawai (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

,896

8

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.32 dan 4.33 dapat disimpulkan bahwa kedua variabel

perizinan OSS (X) dan produktivitas kerja pegawai (Y) dinyatakan reliabel atau

konsisten karena nilai Cronbach's Alpha untuk variabel perizinan OSS (X)

adalah 0,835 (0,835 > 0,60) dan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel

produktivitas kerja pegawai (Y) adalah 0,896 (0,896 > 0,60).

8. Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis data, perlu terlebih dahulu menguji apakah

data dari setiap variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji

normalitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan metode

Kolmogrov-Smirnov dalam program SPSS versi 22. Pengambilan keputusan
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dalam uji normalitas K-S yaitu jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05
maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi (Sig) lebih
kecil dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Berikut ini hasil
uji normalitas variabel perizinan OSS (X) dan produktivitas kerja pegawai ().

Tabel 4.34 Uji Normalitas Variabel X dan Y
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Perizinan Produktivitas Kerja
0SS Pegawai
N 54 54
Normal Parameters®® Mean 30,91 31,96
Std.
Deviation 5,195 5,484
Most Extreme Differences Absolute ,102 ,115
Positive ,060 ,073
Negative -,102 -,115
Test Statistic ,102 ,115
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200°4 ,070¢

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.34, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel penelitian
berdistribusi normal karena nilai signifikansi untuk variabel perizinan OSS (X)
adalah 0,200 (0,200 > 0,05) dan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) adalah
0,070 (0,070 > 0,05). Penelitian ini layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis

data.

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan One
Way Anova dalam program SPSS versi 22. Pengambilan keputusan dalam uji

homogenitas dilakukan jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar dari 0,05 maka
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varian dari dua atau lebih kelompok populasi adalah sama atau homogen. Jika
nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka varian dari dua atau lebih
kelompok populasi tidak sama atau tidak homogen. Berikut ini hasil uji
homogenitas variabel perizinan OSS (X) dan produktivitas kerja pegawai (Y).

Tabel 4.35 Uji Homogenitas Variabel X dan Y
Test of Homogeneity of Variances

Perizinan OSS
Levene Statistic dfl df2 Sig.

,000 1 106 ,985
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.35, dapat disimpulkan bahwa variabel perizinan OSS
(X) dan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) dinyatakan homogen (sama)

karena nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,985 (0,985 > 0,05).

c. Uji Linearitas

Uji linearitas dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan Test for
Linearity dalam program SPSS versi 22. Pengambilan keputusan dari uji
linearitas dapat dilihat dengan dua cara. Pertama, dengan membandingkan nilai
signifikansi (Sig) dimana jika nilai Deviation from Linearity Sig. lebih besar
dari 0,05 maka ada hubungan yang linear antara variabel X (independen)
dengan variabel Y (dependen). Jika nilai Deviation from Linearity Sig. lebih
kecil dari 0,05 maka tidak ada hubungan yang linear antara variabel X
(independen) dengan variabel Y (dependen). Kedua, dengan melihat nilai
Fhitung. Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel, maka tidak ada hubungan

yang linear. Namun, jika nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel, maka ada
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hubungan linear antara kedua variabel. Berikut ini hasil uji linearitas variabel

perizinan OSS (X) dan produktivitas kerja pegawai ().

Tabel 4.36 Uji Linearitas Variabel X dan Y

ANOVA Table
Sum of Mean ]
Squares df Square F Sig.
Y * | Between (Combined) 1245,128 18| 69,174| 6,941| ,000
X | Groups Linearity 922,573 1| 922,573(92,575| ,000
Deviation from | 4,5 e 17| 18974| 1.904| 053
Linearity
Within Groups 348,798 35 9,966
Total 1593,926 53

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.36, dapat disimpulkan bahwa variabel perizinan OSS

(X) dengan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) dinyatakan linear karena

nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,068 (0,068 > 0,05).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Tabel 4.37 Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual
N 54
Normal Parameters®? Mean ,0000000
Std. Deviation 3,55907685
Most Extreme Differences Absolute ,095
Positive ,095
Negative -,051
Test Statistic ,095
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200°%4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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Berdasarkan tabel 4.37, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel penelitian
dinyatakan normal karena nilai residual yang diperoleh adalah 0,200 yang lebih
besar dari 0,05 (0,200 > 0,05).

Metode kedua untuk melihat kenormalan suatu nilai residual dapat
dilakukan dengan metode grafik uji normalitas residual yang melihat
penyebaran data pada sumber diagonal grafik Normal P-Plot of Regression
Standardized Residual. Pengambilan keputusan didasarkan pada titik-titik
ploting pada grafik, jika titik-titik data berada di dekat atau mengikuti garis
diagonal, maka nilai residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya jika
titik-titik data tersebar dan menjauh atau tidak mengikuti garis diagonal, maka
nilai residual berdistribusi tidak normal.8! Berikut hasil grafik Normal P-Plot

dari nilai residual dalam penelitian ini.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y

0,67

Expected Cum Prob

0,2 oo,

T T
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Observed Cum Prob

Gambar 4.5 Grafik Normal P-Plot
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

81Sahid Raharjo, Cara Uji Normal Probability Plot dalam Model Regresi dengan SPSS,
diakses dari https://www.spssindonesia.com/2017/03/normal-probability-plot.html?m=1// pada 19
Juli 2020.



https://www.spssindonesia.com/2017/03/normal-probability-plot.html?m=1//
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Berdasarkan gambar 4.5, dapat disimpulkan bahwa titik-titik ploting pada
grafik Normal P-Plot selalu mengikuti dan mendekati garis diagonal, sehingga
dinyatakan uji normalitas dengan metode grafik Normal P-Plot menghasilkan
nilai residual yang terdistribusi normal.

Metode ketiga untuk mengetahui normalitas suatu nilai residual juga dapat
dilakukan dengan melihat grafik histogram. Pengambilan keputusan pada grafik
histogram didasarkan pada penyebaran data pada sumbu diagonal grafik, jika
data atau titik berada di dekat atau mengikuti grafik histogram dan membentuk
lonceng maka nilai residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika
data atau titik menjauh dan tidak membentuk lonceng, maka nilai residual
dinyatakan tidak berdistribusi normal.®? Berikut hasil grafik histogram dari nilai

residual dalam penelitian ini.

Histogram

Dependent Variable: ¥

Mean = 2, 46E-16
20 Stel. Dev . = 0,991
M =54

15

) .S/P/ : \Q:L

-2 -1 o 1 2 3

S

Frequency

Regression Standardized Residual

Gambar 4.6 Grafik Histogram
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

8Portal Statistik, Uji Normalitas Residual dengan Analisa Grafik dan Uji Kolmogorov
Smirnov, diakses dari https://www.portal-statistik.com/2014/05/uji-normalitas-residual-dengan-
analisa.html?m=1/ pada 19 Juli 2020.



https://www.portal-statistik.com/2014/05/uji-normalitas-residual-dengan-analisa.html?m=1/
https://www.portal-statistik.com/2014/05/uji-normalitas-residual-dengan-analisa.html?m=1/
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Berdasarkan gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa nilai residual data telah
menunjukkan bentuk kurva yang normal yaitu yang membentuk lonceng dan
mengikuti garis diagonal pada grafik, sehingga dinyatakan nilai residual pada

metode grafik histogram berdistribusi normal.

4.1.4. Hasil Analisis Data

1. Analisis Korelasi Sederhana

Cara untuk menghitung koefisien korelasi sederhana dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan pedoman Pearson Correlation atau Product
Moment Pearson yang diperoleh dari perhitungan pada program SPSS. Tujuan
dari analisis korelasi sederhana adalah untuk mengetahui keeratan hubungan
dan arah hubungan antara dua variabel yang diteliti. Pengambilan keputusan
didasarkan pada tanda bintang (*) atau (**) pada nilai Pearson Correlation di
SPSS. Jika tidak terdapat tanda bintang, maka tidak terjadi korelasi antara dua
variabel yang diteliti. Berikut hasil analisis korelasi yang diperoleh.

Tabel 4.38 Hasil Korelasi Sederhana

Correlations
X Y

X Pearson Correlation 1 7617

Sig. (2-tailed) ,000

N 54 54
Y Pearson Correlation 7617 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 54 54
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.38 dapat disimpulkan terjadi korelasi antara variabel

perizinan OSS (X) dengan variabel produktivitas kerja pegawai (Y) yang dapat
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dilihat dari tanda bintang dua (**) pada nilai Pearson Correlation yaitu 0,761
untuk kedua variabel.

Arah hubungan kedua variabel adalah positif karena nilai yang dihasilkan
positif. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua variabel searah
yang artinya jika nilai variabel perizinan OSS (X) tinggi atau naik, maka
variabel produktivitas kerja (YY) akan ikut tinggi dan naik. Jika dilihat dari
pedoman derajat hubungan nilai Pearson Correlation, maka hubungan atau
korelasi yang diperoleh adalah hubungan atau korelasi kuat. Berikut pedoman

derajat hubungan nilai Pearson Correlation.

Nilai Pearson Correlation Keterangan
0,00 s/d 0,20 Tidak ada korelasi
0,21 s/d 0,40 Korelasi lemah
0,41 s/d 0,60 Korelasi sedang
0,61 s/d 0,80 Korelasi kuat
0,80 s/d 1,00 Korelasi sempurna

Interpretasi analisis koefisien korelasi sederhana pada uji Product Moment
Pearson juga dapat dilihat dari nilai korelasi (r) yang berkisar antara 1 atau -1.
Jika nilai data semakin mendekati angka 1 atau -1 maka disimpulkan ada
keeratan hubungan antara dua variabel yang diteliti, sedangkan jika semakin

mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel disimpulkan lemah.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi atau R Square (R?) digunakan untuk mengetahui
seberapa besar kontribusi dari variabel X (independen) terhadap variabel Y
(dependen). Berikut hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari perhitungan

dengan menggunakan rumus koefisien determinasi dan SPSS versi 22.



kd = ry? x 100%

kd = (0,761) x 100%
kd = 0,579 x 100% = 57,9%

Tabel 4.39 Koefisien Determinasi
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Model Summary®

Adjusted R Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 ,761% ,579 571 3,593 1,498

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020

Berdasarkan hasil dari rumus koefisien determinasi dan tabel 4.39, dapat

disimpulkan bahwa hubungan variabel perizinan OSS (X) dengan produktivitas

kerja pegawai (Y) adalah sebesar 57,9% dengan nilai R adalah 0,761 dan nilai

R Square adalah R?= (0,761)?= 0,579.

3. Uji Signifikansi (Uji t)

Uji signifikansi (uji t) dalam penelitian ini digunakan untuk menguji apakah

variabel-variabel

koefisien korelasi sederhana menunjukkan nilai yang

signifikan atau tidak. Berikut hasil Uji signifikansi (uji t) pada program SPSS

versi 22.
Tabel 4.40 Uji Signifikansi (Uji t)
Unstandardized Standardized
Model Coefficients Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta
1 ng”Sta”t) 7142 2,977 | 2399 020
,803 ,095 ' 8,453 ,000

a. Dependent Variable: Y
Data diolah dengan SPSS versi 22 tahun 2020
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Berdasarkan tabel 4.40 diketahui nilai t hitung adalah 8,453. Selanjutnya
dapat dilakukan langkah-langkah pengujian pada uji signifikansi (uji t)
koefisien korelasi sebagai berikut :

a) Menentukan Hipotesis
Ho= Perizinan Online Single Submission (OSS) tidak berhubungan dengan
Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
H:i= Perizinan Online Single Submission (OSS) berhubungan dengan
Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.
b) Menentukan Tingkat Signifikansi

Pengujian dilakukan dengan uji dua sisi agar dapat diketahui ada atau
tidaknya hubungan yang signifikan. Penentuan tingkat signifikansi
menggunakan a = 5% (0,05) dua arah.

c) Menentukan t hitung

Berdasarkan tabel 4.41 diperoleh t hitung sebesar 8,453
d) Menentukan t tabel

Tabel distribusi t dicari pada a = 5% dengan derajat kebebasan (df) = n-k
dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel sehingga df =
54-2 =52. Hasil t tabel pada df = 52 adalah 1,67469
e) Kiriteria Pengujian

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan H1 diterima

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H: ditolak.
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f) Membandingkan t hitung dengan t tabel
Nilai t hitung > t tabel yaitu 8,453 > 1,67469, maka Ho ditolak dan Hj
diterima.
g) Menarik Kesimpulan
Karena nilai t hitung > t tabel yaitu 8,453 > 1,67469 maka dapat
disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara perizinan OSS dengan

produktivitas kerja pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh.

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di atas, peneliti
selanjutnya dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yaitu sebagai

berikut.

1. Rumusan masalah pertama :

Adakah hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan

produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh?

Jawabannya adalah bahwa terdapat hubungan antara perizinan OSS (X) dengan

produktivitas kerja pegawai (Y). Adanya hubungan kedua variabel dapat dilihat

dari :

a. Tanda bintang dua (**) pada nilai Pearson Correlation. Tanda bintang dua
(**) menunjukkan adanya hubungan atau korelasi pada uji dua arah dengan
taraf signifikansi 5% (0,05).

b. Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,761 dan bernilai positf sehingga

hubungan variabel perizinan OSS dengan variabel produktivitas kerja
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pegawai adalah hubungan searah, yang artinya jika nilai variabel perizinan
0ss tinggi atau naik, maka variabel produktivitas kerja juga akan tinggi dan
naik.

c. Nilai t hitung pada uji signifikansi (uji t) menunjukkan angka yang lebih
besar dari t tabel (t hitung > t tabel) yaitu 8,453 >1,67469, sehingga Ho
ditolak dan H: diterima. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil ini adalah
perizinan OSS berhubungan dengan produktivitas kerja pegawai DPMPTSP
Kota Banda Aceh secara signifikan.

2. Rumusan masalah kedua :

Seberapa erat hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan

produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh ?

Jawabannya adalah keeratan hubungan perizinan Online Single Submission

(OSS) dengan produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh semakin

mendekati angka 1 dengan nilai koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,761.

a. Berdasarkan pedoman derajat hubungan nilai Pearson Correlation di atas,
terlihat pada taraf nilai 0,61 s/d 0,80 sebuah hubungan dikatakan berkolerasi
kuat atau erat. Jika dilihat dari nilai koefisien korelasi, nilai 0,761 semakin
mendekati angka 1 atau menuju ke arah hubungan positif yang sempurna.

b. Berdasarkan hasil persentase pada koefisien determinasi, dapat disimpulkan
bahwa variabel perizinan OSS (X) memberi kontribusi pada produktivitas

kerja pegawai (YY) sebesar 57,9% dengan nilai R adalah 0,761 dan nilai R
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Square (R? adalah (0,761)%= 0,579, sedangkan sisa 42,1% ada pada variabel

lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

J
AR-RANIRY




BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik

kesimpulan untuk penelitian ini sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan
produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh yaitu sebesar 0,761.
Hasil pengujian uji t juga menunjukkan nilai t hitung > t tabel yaitu 8,453
>1,67469, sehingga Ho ditolak dan H1 diterima.

2. Keeratan hubungan perizinan Online Single Submission (OSS) dengan
produktivitas kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh adalah sebesar 57,9%
sedangkan sisa 42,1% ada pada variabel lain yang tidak diteliti pada

penelitian ini.

5.2. Saran
Berdasarkan hasil pengamatan, pembahasan, dan kesimpulan di atas peneliti

dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi DPMPTSP Kota Banda Aceh agar selalu meningkatkan kemampuan
pegawai dalam menggunakan sistem OSS. Peningkatan kemampuan dapat

dilakukan dengan diadakannya diklat langsung di DPMPTSP Kota Banda

113



114

Aceh atau rajin mengikuti diklat yang diadakan oleh pemerintah daerah
Aceh maupun pemerintah pusat yang berkenaan dengan perizinan OSS.
Bagi DPMPTSP Kota Banda Aceh agar meningkatkan koordinasi dengan
dinas-dinas atau lembaga daerah terkait perizinan di lingkungan
Pemerintahan Daerah Aceh dengan semaksimal mungkin memanfaatkan
fasilitas komunikasi pada sistem OSS agar pelayanan perizinan semakin
baik.

Bagi DPMPTSP Kota Banda Aceh agar terus berupaya meningkatkan angka
investasi penanaman modal di Aceh dengan memanfaatkan keberadaan
sistem OSS secara berkelanjutan.

Bagi DPMPTSP Kota Banda Aceh untuk terus giat dalam membantu
memberikan edukasi dan sosialisasi terkait perizinan OSS kepada pelaku

usaha
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